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Skripsi ini membahas tentang Kinerja KUA Kec. Kahu Kab, Bone dalam 
upaya mengatasi perkawinan di bawah tangan. Skripsi ini meneliti beberapa 
permasalahan pokok yaitu  mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan di bawah 
tangan, usaha-usaha KUA dalam Mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan, 
latar belakang terjadinya perkawinan di bawah tangan, dampak yang ditimbulkan 
serta pandangan masyarakat Kahu tentang Perkawinan di bawah tangan.  
Pengumpulan data digunakan metode Library research dan Field research, 
dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian ini diketahui bahwa  Pelaksanaan perkawinan di bawah 
tangan di Kec. Kahu itu dilakukan secara rahasia dan hanya dihadiri oleh beberapa 
kerabat terdekat dan seorang ustadz atau penghulu kampung yang bersedia 
menikahkannya. Adapun usaha-usaha KUA dalam mengatasi hal tersebut yaitu 
dengan melakukan penyuluhan, bimbingan dan sosialisasi tentang larangan dan 
dampak yang ditimbulkan perkawinan di bawah tangan. Latar belakang terjadinya 
perkawinan di bawah tangan yaitu adanya biaya pencatatan nikah, poligami yang 
tidak disetujui istri serta adanya anggapan bahwa perkawinan di bawah tangan itu sah 
menurut hukum Islam. Dampak yang ditimbulkan itu perkawinannya tidak sah secara 
hukum dan tidak mendapatkan akta nikah sehingga susah bagi istri dan anak untuk 
menuntut harta bersama dan warisan. Namun masyarakat beranggapan bahwa 







A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu ajaran yang penting dalam  Islam adalah pernikahan (perkawinan). 
Begitu pentingnya ajaran tentang ajaran pernikahan tersebut sehingga dalam Al-
Qur’an terdapat sejumlah ayat, baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara 
mengenai pernikahan dimaksud.1
Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana 
dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.   
Namun, karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang 
 Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya 
manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah swt 
terhadap hamba-Nya. 
Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga 
yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Maka dalam pelaksanaan perkawinan 
tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum 
dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, 
kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk 
rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. 
                                                          
1Lihat Muhammad Fuad Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fas al-Qur’an al-Karim 
(cari lafal nakaha) (Beirut: al-Fikr, 1987), h. 332-333 dan 718. 
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berbeda, maka mungkin saja pemahaman dari kedua individu tersebut juga berbeda 
pula. untuk itu, perlu adanya penyatuan tujuan agar dapat membentuk keluarga yang 
kekal dan sakinah, mawaddah warrahmah. 
Selain membentuk keluarga yang bahagia, perkawinan juga bertujuan untuk 
memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga 
yang damai dan teratur.2
 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia (Allah) menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir.
 Hal ini senada dengan firman Allah swt dalam Q.S. Ar-ruum 
ayat 21 yang artinya: 
3
                                                          
2Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1,  (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 1999), 
h. 12-18.  
3Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Toha 
Putra, 1971), h. 644.  
 
Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari 
perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari sampai 
pada perkawinan yang populer dikalangan masyarakat yaitu perkawinan di bawah 
tangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan istilah 
perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan 
agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah 
(KUA bagi yang beragama Islam, kantor Catatan Sipil bagi Non Muslim). 
perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-
sembunyi atau rahasia. Dengan kata lain pernikahan tersebut tidak disaksikan oleh 
banyak orang dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan 
tersebut dianggap sah oleh agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah. 
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Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan yang 
tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 
Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan-Peraturan lainnya mengenai 
perkawinan.4 Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan terdapat dalam pasal 2 
ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:” Perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.5 
Menurut Pasal 2 ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tetapi,  
sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat 
pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat dalam pasal 2 ayat 
(2) Undang-Undang Perkawinan, tentang Pencatatan Perkawinan yaitu ‘tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku’.6
Pernikahan di bawah tangan merupakan  salah satu bentuk permasalahan yang 
saat ini masih banyak terjadi di negara Indonesia khususnya di daerah kecamatan 
Kahu, kabupaten Bone. Memang, masalah perkawinan di bawah tangan ini sangat 
sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa 
sepengetahuan pihak yang berwenang tersebut. Biasanya nikah di bawah tangan 
  
                                                          
4Kompilasi diambil dari kata “ Compilaare” yang mengumpulkan bersama-sama seperti 
mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Istilah ini Kemudian dikembangkan 
menjadi “Compilation” dalam bahasa Inggris atau “Compilatie” dalam bahasa Belanda.  
5Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 





tersebut hanya dilakukan di hadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja 
sebagai penghulu atau dilakukan hanya berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan ini 
kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kepala Kantor 
Urusan Agama (KUA) bagi yang Muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi Non- Muslim 
untuk dicatat. sebagaimana peraturan hukum yang menetapkan bahwa perkawinan itu 
harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan oleh pejabat yng berwenang.  
Terjadinya perkawinan di bawah tangan di daerah Kahu ini mempunyai 
dampak yang tidak baik, baik bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di 
bawah tangan maupun bagi anak-anaknya kelak. 
Atas uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
mengenai kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya mengatasi perkawinan 
di bawah tangan di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone untuk mengetahui upaya-
upaya atau hal-hal yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani 
hal tersebut khususnya di Kecamatan Kahu. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, adapun yang menjadi pokok 
masalah adalah “Bagaimana kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi 
perkawinan di bawah tangan yang terjadi di kecamatan Kahu kabupaten Bone”. Agar 
permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis 
merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul di atas yaitu:  




2. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam 
mengatasi perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Kahu, 
Kabupaten Bone? 
3. Hal-hal apa yang melatar belakangi terjadinya  perkawinan di bawah tangan di 
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone? 
4.  Apa dampak yang ditimbulkan bagi pelaku  perkawinan di bawah tangan di 
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone? 
5. Bagaimana pandangan masyarakat Kahu tentang Perkawinan di bawah tangan? 
C. Hipotesis 
Mengacu dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis mengemukakan 
hipotesis yang merupakan jawaban sementara, sebagai berikut: 
1. Berbicara mengenai tata cara perkawinan di bawah tangan, itu tidak terlepas dari 
proses pelaksanaannya. Dalam melakukan perkawinan di bawah tangan di 
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, biasanya mereka hanya memanggil 1 atau 2 
orang dari sahabat dekatnya untuk dijadikan saksi dan walinya,  kemudian 
menghadap kepada ustads atau imam yang mau menikahkannya. Walaupun 
mereka telah melafadzkan ijab qabul dan menurutnya sah menurut agama, 
namun perkawinannya tidak tercatat dan terjadi diluar pengawasan Pegawai 
Pencatat Nikah, sehingga perkawinannya tidak sah menurut hukum dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum tetap.  
2. Usaha-usaha yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi 
perkawinan di bawah tangan yang semakin marak terjadi di Indonesia khususnya 
di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone adalah dengan memberikan pengarahan-
pengarahan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat Kahu tentang 
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kesakralan perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan serta memberikan 
pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan 
mengenai perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk  
pentingnya perncatatan perkawinan agar suatu perkawinan dapat mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Selain itu, KUA juga menghimbau serta menekankan 
kepada para ustadz atau imam agar tidak menyalahgunakan tugas dan wewenang 
yang telah dipercayakan kepadanya, yaitu larangan menikahkan orang-orang 
yang ingin melakukan perkawinan di bawah tangan. 
3. Hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan di 
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone yaitu karena adanya poligami yang tidak 
disetujui istri, tingginya uang belanja dan kurangnya pengetahuan bagi 
masyarakat kahu tentang aturan-aturan perkawinan. 
4. Adapun dampak yang ditimbulkan bagi pelaku perkawinan di bawah tangan 
yaitu pernikahannya tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan tidak mempunyai akta nikah serta susah bagi anaknya kelak 
untuk mendapatkan akta kelahiran. 
5. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pencatatan perkawinan itu hanyalah 
persoalan administratif saja dan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu 
perkawinan, sedangkan perkawinan di bawah tangan itu selama  terpenuhi rukun 
dan syaratnya maka perkawinan tersebut sah. 
D. Defenisi operasional dan ruang lingkup penelitian 
Skripsi ini berjudul “Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Kahu, Kabupaten Bone dalam upaya mengatasi perkawinan di bawah tangan”. 
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Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul tersebut, penulis memberikan 
pengertian-pengertian  sebagai berikut:. 
1. Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, atau  kemampuan kerja, prestasi yang 
diperlihatkan.7
2. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana tekhnis (UPT) direktorat 
urusan agama Islam ditjen bimas Islam departemen agama Islam RI yang berada 
ditingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah kementrian agama tingkat kota atau 
kabupaten. yaitu suatu instansi pemerintahan yang melaksanakan sebagian tugas 
kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten di bidang urusan agama Islam dan 
membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat 
Kecamatan.. 
 
3. Kahu adalah Suatu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bone yang terletak di 
bagian selatan ibu kota Kabupaten Bone. 
4. Perkawinan dapat diartikan kawin; pernikahan. Sedangkan di bawah tangan 
dapat diartikan tidak secara resmi atau umum. Sehingga perkawinan di bawah 
tangan atau yang dikenal sebagai istilah lain kawin sirih dapat diartikan sebagai 
perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan 
tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (PPN) . Perkawinan di bawah 
tangan juga dapat di artikan sebagai suatu perkawinan antara seorang laki-laki 
dan seorang perempuan yang tidak memenuhi pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 
1 Tahun 1974 dan tata cara perkawinan menurut PP No. 9 Tahun 1975, yaitu 
                                                          
7Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), h. 1021.  
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suatu perkawinan yang tidak terdaftar dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat 
Nikah. 
 Berangkat dari hal di atas, maka secara operasional, pengertian dari judul 
skripsi “Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 
dalam upaya mengatasi perkawinan di bawah tangan” adalah kemampuan kerja atau 
prestasi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan yang berfungsi  melaksanakan 
sebagian tugas Departemen kota/kabupaten di bidang agama Islam dalam menangani 
dan mengatasi perkawinan yang tidak sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-undang 
No. 1 Tahun 1974 dan tata cara perkawinan menurut PP No. 9 Tahun 1975. 
Ruang lingkup penelitian ini hanya meliputi usaha atau kemampuan kerja 
yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi perkawinan di bawah tangan yang 
terjadi di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 
E. Kajian pustaka 
Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan 
dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis mengambil beberapa buku yang 
menjadi rujukan utama  sebagai bahan perbandingan diantaranya: 
1. Prof.Dr. Amir Syarifuddin dalam “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: 
Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan “ buku ini 
memaparkan tentang hukum dan syarat-syarat perkawinan serta pelaksanaan dan 
beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. 
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di 
mana suatu perkawinan harus didasari dengan Ketuhanan yang Maha Esa dan 




3. Prof. H. Muhammad Daud Ali S.H dalam “Hukum Islam dan Peradilan Agama”. 
buku ini memaparkan tentang perkawinan, hukum Islam dan hal perihal 
mengenai peradilan agama. dalam buku ini dijelaskan bahwa selain dari rukun 
nikah ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan sangat urgent yaitu pencatatan 
nikah. 
4. Drs. Ahmad Rofiq, M.A dalam “Hukum Islam di Indonesia”. Buku ini 
memaparkan tentang hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum 
perkawinan, kewarisan dan perwakafan. 
5. Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin dalam “Fiqh Munakahat 1”. Buku ini 
memaparkan tentang hukum perkawinan dalam islam yang meliputi tata cara 
peminangan dalam islam, akad, wali dan saksi dalam perkawinan serta 
kedudukan harta dalam perkawinan. 
6. Neng Djubaidah dalam “ pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat 
menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam”. Buku ini memaparkan 
mengenai perkawinan yang sah namun tidak tercatat dan perkawinan yang 
dicatat serta peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan. 
Adapun perbedaan utama dengan penelitian penulis adalah bahwa beberapa 
buku di atas tidak ada yang membahas secara spesifik mengenai kinerja KUA dalam 
mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan, sehingga penulis berkesimpulan 
bahwa judul atau masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini belum pernah 
dibahas.   
F. Metode Penelitian 
Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka penulis menggunakan 
metode sebagai berikut: 
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1. Jenis penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu 
jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai obyek yang 
dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat. 
2. Metode pendekatan 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Syar’i dan pendekatan 
yuridis. Pendekatan Syar’i yaitu pengkajian terhadap kerangka masalah melalui 
pendekatan syariat Islam terutama mengenai perkawinan. Sedangkan pendekatan 
yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan-
peraturan yang berlaku. 
3. Metode pengumpulan data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode field research atau 
penelitian lapangan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan metode pengumpulan 
data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh melalui field 
research atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu kegiatan 
langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan Tanya jawab pada 
informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang 
diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan. Sedangkan data sekunder 
ialah data yang diperoleh melalui library research atau kepustakaan. Dengan ini 
penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan dari buku-buku dan 






a. Jenis data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yaitu suatu jenis 
data yang yang mengkategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang 
lebih mendalam dan lebih bermakna. 
b. Sumber data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan library research (kepustakaan) 
dan field research (penelitian lapangan). 
c. Tekhnik pengumpulan data 
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tekhnik pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
melalui proses Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik 
tertentu.8
2. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari pelbagai 
proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan panca indra. 
 
3. Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-





                                                          
8Esterberg, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif  (jogyakarta: Bumi aksara, 2002), 
h. 97.    
9Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian  (jogyakarta: Pustaka  pelajar, 1986), h. 172.  
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d. Instrumen pengumpulan data 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 
maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, 
yang pertama, yaitu pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam 
melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan. Yang kedua, buku catatan dan alat tulis, 
berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. 
4.  Metode pengolahan dan analisis data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis 
data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data 
sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis 
sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai 
berikut: 
1. Mengorganisasi data, baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari 
data tertulis. 
2. Proses data dengan cara memilah-milah data. 
3. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang 
sebelumnya telah dikatergorikan. 
G. Tujuan dan kegunaan penelitian  
1. Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Untuk menganalisa dan mengetahui kinerja KUA dalam mengatasi perkawinan 
di bawah tangan. 
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b. Untuk mengetahui mekanisme perkawinan di bawah tangan di kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone. 
c. Untuk dapat mengetahui hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan 
di bawah tangan di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 
d. Untuk lebih memahami dampak yang ditimbulkan bagi orang yang melakukan 
perkawinan di bawah tangan. 
e. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan masyarakat Kahu tentang perkawinan 
di bawah tangan.  
2. Kegunaan 
a. Kegunaan teoritis 
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi 
pemikiran bagi perkembangan Ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada 
khususnya, dan diharapkan bahwa dalam penulisan ini dapat memberikan manfaat 
dan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan khususnya 
perkawinan di bawah tangan. 
b. Kegunaan praktis 
1. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya dalam hukum perdata 
Islam terutama yang berkaitan dengan  perkawinan di bawah tangan. 
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait 
mengenai masalah perkawinan. 
3. Sebagai formasi untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam penyelesaian 
naskah skripsi ini, dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar 







A. Tinjauan Umum Perkawinan 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut 
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan 
kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata 
nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan 
digunakan untuk arti bersetubuh (Wathi).1 Kata” nikah” sendiri sering dipergunakan 
untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.2
Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 
kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. 2F3 
Allah swt berfirman dalam  Q.S. An-Nisa/4:3. 
                                        
                                
Terjemahnya:  
 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 
                                                          
1Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2008), h. 7.  
2Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al Islami Waadillatuh (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1989),  h. 
29.  
3Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Cet. 6; Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 9.  
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1. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna 
untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai 
perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan 
atau kepuasan. 
 
Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif , masing-masing ulama 
fiqh berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut: 
2. Ulama Syafi’iyah, menyebutkan bahwa pernikahan sebagai suatu akad dengan 
menggunakan lafal nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki wati, artinya 
dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan 
dari pasangannya. 
3. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang 
mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan 
adanya harga. 
4. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan 
menggunakan lafal nikah atau tazwij  untuk mendapatkan kepuasan, artinya 
seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan 
begitupun juga sebaliknya.5
Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu 
perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk 
keluarga bahagia. Defenisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah 
 
                                                          
4Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Cet. 2; Jakarta: 2009), h. 
113.  




perjanjian. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1, Dasar 
perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.6
Dengan melihat kepada hakikat perkawinan, itu merupakan akad yang 
membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak 
dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah 
boleh atau mubah.6F7 perkawinan adalah sesuatu yang disuruh Allah  dan disuruh oleh 
Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur’an untuk melaksanakan 
perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam Q.S. an-Nur/18: 32. 
                                
            
Terjemahnya:  
 Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui. 7F8 
                                                          
6Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab 1, pasal 1.  
7Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 
dan Undang-undang Perkawinan (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2007), h. 43.  
8Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Toha 
Putra, 1971), h. 549.  
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Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada ummatnya untuk melakukan 
perkawinan. Di antaranya, seperti dalam hadist Nabi dari Anas bin Malik menurut  
riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang bunyinya 
“kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya 
aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”. 
Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-
laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama 
Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, 
tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. 
9
Dalam h l menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdap t perbedaan 
pendapat di kalangan Ulama. Jumhur ulama berpendapat b hwa hukum perkawinan
itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu
banyaknya suruha  Allah d l m Al-Qur’an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya 
untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Qur’an dan sunnah 
tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak 
ditemukan dalam ayat Al-Quran atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan 
ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang 
mengatakan: ”Siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam 
kelompokku” namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.
  
10
Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah 
golongan Zhahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu 
melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardhu, dasar 
dari pendapat ulama Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu 
banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau al-amr  itu adalah untuk 
wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum 
 
                                                          
9Lihat Amir Syarifuddin, op. cit., h. 44.  
10Ibid.,h. 45.  
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asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam 
beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini. 
Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut di atas berlaku secara 
umum dengan tidak memperhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun 
karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan melakukan 
perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana 
perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan 
orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. 
Ulama Syafiiyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan 
melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut: 
a.  Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas 
untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan 
perkawinan. 
b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan 
untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu 
pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya 
mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan 
kekurangan fisik lainnya.11
Ulama hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang 
tertentu sebagai berikut: 
 
                                                          
11Ibid., h. 45-46.  
19 
 
a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk 
kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin dan ia takut akan terjerumus 
berbuat zina kalau ia tidak kawin. 
b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan, namun ia 
merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu. 
Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan 
dan orang tertentu sebagai berikut: 
1. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara’  
untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai 
tujuan syara’ , sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan 
pasangannya. Pernikahan berubah jadi haram jika pernikahan tersebut bertujuan 
tidak baik seperti menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak 
mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-
olokkan istri (perempuan). Maka haram laki-laki itu nikah dengan perempuan 
tersebut.12
2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin 
dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada 
siapapun. Ulama hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya bagi orang yang 
tidak mempunyai keinginan untuk menikah.  
 Sebagian ulama juga berpendapat, pernikahan haram bagi seseorang 
yang tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya, baik 
nafkah lahir maupun nafkah batin. 
                                                          
12Bgd. Armaidi Tanjung, Free sex no! Nikah Yes!, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 
2007), h. 142.  
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa 
berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Sekiranya jika seseorang sudah merasa 
mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut 
terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka kepada orang tersebut diwajibkan nikah. 
Sebab, menjaga diri jatuh ke dalam perbuatan haram, wajib hukumnya. Hal ini tidak 
terwujud, kecuali dengan jalan berumah tangga. Menurut al-Qurthubi orang yang 
telah mampu dan takut pula akan merusak jiwanya dan agamanya harus 
berkeluarga.13
2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan 
  
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, ditemukan perbedaan rumusan 
tentang pengertian dan hukum perkawinan, tetapi mempunyai makna dan 
pemahaman yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau 
pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan 
sejahtera dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan keTuhanan 
yang maha Esa. Adapun hukum asal dari perkawinan itu adalah mubah namun bisa 
berubah jadi wajib,haram, sunnat dan makruh sesuai dengan keadaan orang tersebut. 
Rukun dan syarat menentukan suatu perubahan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua 
hal tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 
sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan 
syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak 
                                                          
13M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Cet. 2; Jakarta: Siraja, 
2003), h. 7-8.  
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ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa 
rukun itu  adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau 
unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di 
luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun 
dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula 
syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur 
rukun.14
1. Calon suami; 
  
Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan 
mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak 
bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karna 
berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-
hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad 
perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari 
mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau 
mas kawin. 
 Dalam KHI (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya: 
2. Calon istri;. 
3. Wali nikah; 
4. Dua orang saksi; 
5. Ijab dan qabul.15
                                                          
14Amir Syarifuddin, op. cit., h. 59.  
15Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 




Sulaiman Rasyid (2003:382) menjelaskan perihal yang sama bahwa rukun 
nikah adalah sebagai berikut: 
Pertama: adanya sighat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, 
seperti kata wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Surtini” 
kemudian mempelai laki-laki menjawab, “saya terima menikahi Surtini”, Boleh juga 
didahului oleh perkataan dari pihak mempelai seperti, ”Nikahkanlah saya dengan 
anakmu” wali menjawab, “saya nikahkan engkau dengan anak saya …, Tidak sah 
akad nikah kecuali dengan lafadz nikah, tazwij, atau terjemahan keduanya.16
Kedua: Adanya wali  (Wali si perempuan). Keterangannya adalah sabda Nabi 
Muhammad saw yang mengatakan ”Barang siapa di antara perempuan yang 
menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal”.
 
17
                                                          
16Beni Ahmad Saebani, op. cit., h. 107.  
17Ibid., h. 108.  
 Wali yang dimaksud di 
sini adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin 
perempuan. Dalam keadaan luar biasa (darurat) wali nasab dapat digantikan oleh 
wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama kecamatan di Jawa dan Madura, atau  
wali nikah yang ditunjuk oleh kepala kantor urusan agama kabupaten di luar Jawa 
dan Madura, jika wali nasabnya tidak ada atau tidak dapat ditemukan. Kalau wali 
nasabnya ada, tetapi tidak mau menikahkan calon pengantin wanita karena 
perselisihan antara mereka, wali hakimnya adalah penghulu pada kantor urusan 
agama kabupaten untuk Jawa dan Madura, dan kepala kantor urusan agama 
kecamatan untuk luar Jawa dan Madura.  
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Ketiga: Adanya dua orang saksi yang memenuhi syarat. Perkawinan yang 
tidak dihadiri oleh saksi, walaupun rukun pertama dan kedua terpenuhi, menurut 
pendapat yang umum tidak sah.18
Dalam kompilasi hukum islam, salah satu rukun nikah yaitu adanya ijab 
qabul. Ijab dan qabul mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya 




Jika dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. 
Setiap perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan 
kewajiban baik bagi suami istri itu sendiri maupun bagi orang ketiga. Orang ketiga 
ini mungkin pribadi, mungkin pula badan hukum, misalnya. Menurut undang-
undang perkawinan (1974) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya itu. Ini berarti bahwa untuk menentukan sah 
tidaknya perkawinan seseorang, ditentukan oleh ketentuan hukum agama yang 
dipeluknya. Bagi seorang Islam, misalnya, sah tidaknya perkawinanyang 




Adapun syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang 
telah dikemukakan di atas. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya 
 
                                                          
18Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia (Cet. 1; 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 71.  
19Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhan Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: 
Khitbah, Nikah, dan Thalak (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 59.  
20Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 
h. 28.  
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perkawinan. Syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah perkawinan tersebut dan 
menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri.  
Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua, yaitu: 
Pertama, laki-laki dan perempuannya (kedua mempelai) sah untuk dinikahi. Artinya 
kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram 
untuk sementara atau selamanya. Kedua, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.21
1. Syarat-syarat kedua mempelai 
 
 
a) Syarat-syarat calon pengantin pria 
Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon 
suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu: 
1. Calon suami beragama Islam. Ketentuan ini ditetapkan, karena dalam hukum 
Islam laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayom. Maka pokok hukum 
itu dikembalikan pada hukum pengayom. Itu karena perkawinan itu didasarkan 
hukum Islam, maka laki-laki calon suami itu yang menjadi dasar utama ancar-
ancar hukumnya. Dalam hukum umum pun berlaku kebiasaan, hukum istri 
mengikuti hukum suami, sebagaimana hukum anak mengikuti hukum ayahnya. 
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki. Hal ini disyaratkan agar 
pelaksanaan hukum itu lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan. Hukum 
Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Salah satu hambatan dalam akad 
perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin. Oleh karena itu perlu 
adanya kejelasan calon pengantin laki-laki, yakni harus benar laki-laki. 
3. Orangnya diketahui dan tertentu. 
                                                          
21Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983), h. 48.  
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4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.  
5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon 
istrinya halal baginya. 
6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan. Syarat pada 
prinsip perikatan harus dibebaskan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang 
dilakukan karena paksaan.  
7. Tidak sedang melakukan ihram. Orang yang sedang ihram, tidak boleh 
melakukan perkawinan dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain, bahkan 
melamar juga tidak boleh. 
8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. 
9. Tidak sedang mempunyai istri empat.22
b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan 
 
adapun syarat syarat bagi calon pengantin perempuan adalah sebagai berikut:23
1. Beragama Islam. 
 
2. Terang bahwa ia wanita bukan khuntsa (banci). Karena perkawinan itu perjanjian 
antara pria dan wanita, maka perlu kejelasan yang melakukan akad tersebut, 
demikian pula perlu orangnya. 
3. Wanita itu tentu orangnya. 
4. Halal bagi calaon suami. wanita itu harus halal dinikahi bagi calon suami. 
5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa ‘iddah. 
Sesuai  dengan pengertian iddah ialah waktu tunggu bagi wanita yang dicerai 
                                                          
22Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama dan Direktorat Jenderal 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh (Cet. 2; Jakarta: 1984/1985), h. 
50. 
23Ibid., h. 54.  
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oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, untuk dapat kawin lagi dengan 
laki-laki lain. Apalagi kalau iddahnya talak raj’I di mana pada waktu wanita itu 
menjalani masa iddah oleh diruju’ kembali oleh bekas suaminya. Hal ini tentu 
saja menghalangi adanya perkawinan baru dengan laki-laki lain. 
6. Wanita itu tidak dipaksa, yaitu harus berdasar atas kerelaan dan tidak dengan 
paksaan. 
7. Tidak dalam keadaan ihram, haji dan umrah. 
 
2. Syarat-syarat Ijab Qabul. 
Menurut Sayyid Sabiq (1988:53-62), syarat ijab Kabul adalah:24
1. Kedua belah pihak sudah tamyiz. Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih 
kecil dan belum tamyiz (dapat membedakan mana yang salah dan yang benar), 
pernikahannya tidak sah. 
 
2. Ijab kabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak 
boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada 
penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan qabul. Akan tetapi, dalam ijab 
qabul tidak ada syarat harus langsung. Bilamana majelisnya berjalan lama dan 
antara ijab qabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab 
qabul, tetap dianggap satu majelis. Bilamana sebelum dilakukan qabul telah 
berpisah, maka ijabnya batal. Karena makna ijab di sini telah hilang. sebab, 
menghalangi bias dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan berpisah diri, 
sehingga qabulnya tidak terlaksana.  
3. Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab. 
                                                          
24Beni Ahmad Saebani, op. cit., h. 124. 
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4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan 
masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya 
pelaksanaan akad nikah. Dalam melakukan ijab qabul haruslah dipergunakan 
kata-kata yang mudah dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad 
nikah dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.  
3. Syarat-syarat Wali 
Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus 
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an, Al-Hadis, dan 
Undang-undang yang berlaku. Wali hendaknya seorang laki-laki muslim, baligh, 
berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah. Namun, menurut 
Hanafi, dia tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, perempuan yang telah 
baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri; tanpa wajib 
dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan Malik berpendapat, wali adalah syarat 
untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan 
awam. Adanya perbedaan pendapat oleh para ulama tersebut disebabkan karena 
tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan. 
Di antara Firman Allah yang mengisyaratkan adanya wali yaitu Q.S. Al-
Baqarah/2:232 yaitu:  
                                             
                                              
      
Terjemahnya:  
   Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka 
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 
suaminya,  apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang 
ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara 
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kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.25
1. Bapak, 
 
Wali nikah terdiri dari wali nasab, wali mu’thiq, dan wali hakim. Adapun 
susunan  wali  ialah sebagai berikut: 
2. Kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan), 
3. Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya, 
4. Saudara laki-laki yang sebapak saja, 
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya, 
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu, 
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 
9. Saudara bapak yang laki-laki, 
10. Anak laki-laki paman dari pihak bapak, 
11. Hakim.26
4. Syarat-syarat saksi. 
 
Jumhur ulama sepakat bahwa saksi sangat penting adanya dalam pernikahan. 
Apabila tidak dihadiri oleh para saksi , maka hukum perkawinan menjadi tidak sah 
walaupun diumumkan oleh khalayak ramai dengan cara lain, karena saksi 
merupakan syarat sahnya perkawinan, bahkan Imam Syafi’I mengatakan bahwa 
saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun perkawinan. 
Beberapa syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi adalah: 
berakal sehat, dewasa dan mendengarkan omongan kedua belah pihak yang berakad, 
                                                          
25Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 56.  
26Beni Ahmad Saebani, op. cit., h. 110.  
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dan memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah ijab qabul  
perkawinan/pernikahan. Bila para saksi itu buta, maka hendaklah mereka bias 
mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya 
kedua orang yang berakad. 
Jika yang menjadi saksi itu anak-anak, atau orang gila, atau orang yang 
sedang mabuk, maka nikahnya tidak sah sebab mereka dipandang tidak ada. 
Imam Hanafi mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus ada pada 
seseorang yang menjadi saksi adalah:27
1. Berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi. 
 
2. Baligh, tidak sah saksi anak-anak. 
3. Merdeka, bukan hamba sahaya. 
4. Islam 
5. Keduanya mendengar ucapan Ijab Qabul dari kedua belah pihak. 
Sedangkan Imam Hambali mengatakan bahwa syarat-syarat saksi adalah:28
1. Dua orang laki-laki yang baligh, berakal dan adil. 
 
2. Keduanya beragama Islam. 
3. Keduanya bukan dari satu keturunan dari kedua mempelai. 
Dan Imam Syafi’I mengemukakan syarat-syarat saksi yaitu:29




                                                          






5. Mendengar,  
6. Adil. 
Sebagai kesimpulan bahwa rukun dan syarat perkawinan menentukan sah atau 
tidaknya suatu perkawinan tersebut dati segi hukum dan merupakan bagian dari 
segala hal yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya pada saat 
berlangsungnya perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap batal. 
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 
Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 
Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera 
artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup 
lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar 
anggota keluarga. 
Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat 
pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan 
dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan 
naluri manusiawi manusia yang antara lain, keperluan biologisnya termasuk aktivitas 
hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia 
termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. Jadi aturan 
perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat 
perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan 
untuk memenuhi petunjuk agama. Dengan demikian, ada dua tujuan orang 
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melangsungkan perkawinan yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk 
agama. 
 
Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada Q.S. Al-Imran/3:14 yaitu:  
                                 
                                       
  
Terjemahnya: 
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah 
kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik 
(surga).29F30 
Dari ayat di atas, jelas bahwa manusia mempunyai kecendrungan terhadap 
cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia 
mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada Q.S Ar-
Rum/21:30 sebagai berikut: 
                                         
                   
Terjemahnya:  
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) 
fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada 
peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui. 30F31 
Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengenalan Agama. 
Melihat dua tujuan di atas, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi 
lima yaitu: 
                                                          
30Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 77.  
31Ibid., h. 645  
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1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Seperti yang telah diungkapkan 
sebelumnya bahwa menurut naluri manusia mempunyai kecendrungan untuk 
mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan yang diakui oleh 
dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan.  
2. Memenuhi hajat manusia dengan menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 
kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat iradat Allah manusia diciptakan 
berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk 
berhubungan antara pria dan wanita. Dengan perkawinan seorang laki-laki dan 
perempuan dapat menyalurkan nafsu seksualnya dengan sah.  
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.  
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 
kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang 
halal. 
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas 
dasar cinta dan kasih sayang.32
Tujuan perkawinan menurut H. Mahmud yunus ialah menurut perintah Allah 
untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah 
tangga yang damai dan teratur.
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Drs. Ahmad Rofiq telah mengemukakan tujuan perkawinan yaitu untuk 
membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu 
 
                                                          
32Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama dan Direktorat Jrnderal 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam departemen Agama, Ilmu Fiqh (Cet. 2; Jakarta: 1984/1985), h. 
64.  
33Mahmud Yunus, Hukum Pernikahan dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 1.  
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saling membantu dan melengkapi agar masing-masing mencapai kesejahteraan 
spiritual dan material.34
Wila Chandrawila Supriadi berpendapat bahwa tujuan perkawinan ialah 




Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkawinan itu membawa kepada 
terciptanya tata kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, aman dan bahagia, 
diliputi rasa cinta dan kasih sayang, sehingga tercipta suasana saling menyenangkan 
dan keinginan untuk saling berkumpul di lingkungan keluarga. Tujuan perkawinan 
itu dapat tercapai jika orang-orang benar-benar melakukan pernikahan sesuai 
ketentuan agama, tidak menyalahgunakan perkawinan sebagai alat pemuas nafsu 
saja, dan tidak juga melakukannya hanya untuk tujuan komersial, sehingga tujuan 
yang telah digariskan oleh agama tercapai. Antara suami istri harus saling 
memahami, menghayati hak dan kewajibannya masing-masing.
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Adapun hikmah perkawinan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi adalah:
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1. Dengan perkawinan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, 
maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu 
perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara 
 
                                                          
34Ahmad Rofiq,  Hukum Islam di Indonesia (Cet. 3; Bandung: Raja Grafindo, 1998), h. 56.  
35Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda (Cet. 1; Bandung: 
Mandarmaju, 2002), h. 69.  
36Lihat Rismayanti, “ Kesetaraan Gender dan Distorsi Sakralitas Perkawinan (Skripsi Sarjana, 
Fakulktas Syariah dan Hukum IAIN Alauddin, Makassar, 2003), h. 64.  
37Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum 
Islam) (Semarang: CV. Asy-syifa, 1992), h. 256-258. 
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individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus 
terus dilestarikan sampai benar-benar makmur. 
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah 
tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya 
ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali 
harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah 
maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan 
dunia semakin makmur. 
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia 
masing-masing dengan cirri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan. 
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia cenderung mengasihi orang yang dikasihi. 
Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi 
sebagai teman dalam suka maupun duka serta penolong dalam mengatur 
kehidupan. 
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa Ghirah (kecemburuan) untuk menjaga 
kehormatan dan kemuliaannya. Perkawinan akan menjaga pandangan yang 
penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. 
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. 
   Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-
hikmah yang lain sebagai berikut:38
1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya 
menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya 
 
                                                          




maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos 
jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik 
dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. 
2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, 
memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab 
yang oleh Islam sangat diperhatikan. 
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana 
hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan saying 
yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. 
4. Menyadari tanggungjawab beristri dan menanggung anak-anak sehingga 
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan 
pembawaan seseorang. 
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi yang satu dan mengatur 
rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas 
tanggungjawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya. 
6. Dengan perkawinan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, 
memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat 
hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang.  
Adapun hikmah perkawinan menurut Imam Al-Ghazali yaitu, Pertama, untuk 
memperoleh anak, agar berlangsung terus jenis manusia dalam meramaikan bumi 
Allah, dan sekaligus pelanjut keturunan, untuk mencari kecintaan Rasulullah. 
Dengan ditetapkannya perkawinan, manusia dapat menurunkan generasi penerusnya 
yang berarti dapat melestarikan kelangsungan hidup berikutnya. Kelestarian manusia 
sangat diperlukan karena merekalah sebagai khalifah yang akan mengelola sesuatu 
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yang terhampar di dalamnya.39 Kedua, menghancurkan syahwat yang tidak baik, 
meliputi membentengi diri dari godaan setan, menghilangkan kerinduan, mampu 
menolak godaan hawa nafsu, dan memelihara kemaluan dari berbuat maksiat. 
Ketiga, menghilangkan kegelisahan meliputi memberi ketenangan jiwa, 
menjinakkan hati dengan duduk bersama, dan saling dapat pandang-pandangan dan 
bersenda gurau. Keempat, meringankan beban dan meningkatkan daya juang yang 
meliputi mengosongkan hati dari urusan rumah tangga, berjuang dengan segenap 
jiwa dan melatihnya dengan memelihara hak-hak keluarga, sabar, tabah, giat, dan 
bertanggung jawab.40
                                                          
39Abdullah Nashih Ulwan, Adab Al-Khitbah Wa Az-Zifaat Wa Haququ Az-Zawjain, terjemah 
Abu Ahmed Al-Wakidi,  Judul Tata Cara Meminang Dalam Islam (t.tp: Pustaka Mantiq, 1992), h. 16. 
40H. B. M. Leter, Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana (Padang: 
Angkasa Raya, 1995), h. 43-44.  
 
Sebagai kesimpulan, tujuan perkawinan itu adalah untuk menciptakan tata 
kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah, memperbanyak dan melestarikan 
keturunan serta membentuk ikatan kekeluargaan dan tanggung jawab antara anggota 
keluarga atas keselamatan dan kesejahteraannya dalam mengarungi kehidupan 
keluarga, berkerabat dan bermasyarakat.  Dan adapun hikmah disyariatkannya 
perkawinan adalah sebagai penyaluran naluri seks dengan jalan yang sah, jalan 
mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, 
dorongan atau motivasi untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam 
rumah tangga, menghilangkan kegelisahan, meringankan beban hidup, menjalin 
silaturrahmi antara dua keluarga, dan meningkatkan daya juang serta menjalankan 




B. Perkawinan di Bawah Tangan 
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan 
Pada dasarnya, perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang 
dilakukan menurut hukum agama saja tanpa tunduk pada peraturan –undang-undang 
yang berlaku. Perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilakukan oleh 
seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui prosedur yang benar 
menurut Undang-undang perkawinan, yaitu pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 dan Tata cara perkawinan menurut PP No. 9 Tahun 1975.41
Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
menyebutkan bahwa, “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. Kemudian Pasal tersebut di atas diperjelas dengan adanya 
Bab II PP No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa,” sebuah perkawinan baru 
dianggap memiliki kekuatan hukum di hadapan Undang-undang jika dilaksanakan 
menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat pernikahan yang 
ditentukan undang-undang”. Aturan ini yang menimbulkan istilah perkawinan di 
bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak tercatat.
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41Beni Ahmad Saebani, op. cit., h. 84.  
42Bgd. Armaidi Tanjung, op. cit., h. 202.  
 
Perkawinan di bawah tangan merupakan suatu perkawinan yang syarat dan 
rukunnya terpenuhi, namun tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan 
Agama (KUA) dan tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang. Meski sah menurut 
agama, namun perkawinan di bawah tangan tidak baroqah dan luput dari 
perlindungan hukum yang berwenang serta perkawinan di bawah tangan tidak 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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Setiap warga Negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya adalah 
bertujuan untuk kepentingan masyarakat, demikian juga dalam hal perkawinan. 
Dengan melihat pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang 
menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka, perkawinan di bawah tangan 
merupakan perkawinan yang sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan 
sah menurut agama dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah itu. Sehingga 
banyak pendapat ahli hukum dan sarjana hukum bahwa perkawinan di bawah tangan 
adalah sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja. 
Tetapi bila melihat dari pasal 2 ayat 2 yang harus dibaca sebagai suatu kesatuan, 
artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan 
kepercayaannya itu dan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam pasal 100 KUH 
perdata yang menyatakan bahwa, “Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan 
dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan 
dalam daftar-daftar Catatan sipil.43
Pada dasarnya, pencatatan nikah tidak disyariatkan dalam agama Islam. 
Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan. 
Berdasarkan realitas, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng, tidak sedikit 
terjadi perceraian yang penyelesaiannya berakhir di pengadilan. Apabila perkawinan 
itu terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di samping itu juga telah mendapat 
 Sehingga, akta perkawinan merupakan bukti 
satu-satunya adanya suatu perkawinan. 
                                                          
43Soedharyo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika 
Offset, 2008), h. 25.  
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akta nikah, maka untuk menyelesaikan kasus perceraian itu lebih mudah 
mengurusnya. Berbeda apabila suatu perkawinan yang tidak tercatat atau disebut 
sebagai perkawinan di bawah tangan dan tidak ada akta nikah, maka pengadilan 
agama tidak mau mengurusinya. Karena perkawinan itu dianggap seolah-olah tidak 
pernah terjadi. Orang yang melakukan perkawinan di bawah tanagan, mereka hidup 
sebagai suami istri tanpa mempunyai kutipan akta nikah, yang pelaksanaannya itu 
dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat perkawinan itu dilaksanakan. 
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan 
dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-
undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus 
bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan 
yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat 
salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau 
salah satu di antara mereka tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat 
melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-
masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas 
perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. 
Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut Pasal 2 RUU 
Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “Pencatatan Perkawinan” sebagai 
unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan 
penentu. RUU perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam 
pasal 2 ayat (1), sebagai berikut: 
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat 
perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan 
dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/ atau ketentuan hukum 
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perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan 
dengan undang-undang ini”.   
 
Namun, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang perkawinannya 
dilaksanakan tanpa sepengetahuan pencatat nikah. Adakalanya orang tua atau yang 
menganggap dirinya seorang kiyai atau pemuka agama, merasa bahwa tanpa 
kehadiran aparat yang berwenang juga sudah sah menurut hukum agama Islam serta 
mereka menganggap hal tersebut hanyalah sifatnya administatif saja. Di beberapa 
media yang menginformasikan tentang perkawinan di bawah tangan diperbolehkan 
dan mereka menganggap bahwa perkawinan tersebut sah. Sementara itu jika dilihat 
dari perspektif hukum pemerintahan dan norma sosial, perkawinan di bawah tangan 
adalah perkawinan yang menyimpang karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama 
(KUA) sebagai instansi yang berwenang sehingga tidak mempunyai kekuatan 
hukum. 
Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
perkawinan di bawah tangan ialah aqad nikah antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan yang pelaksanaanya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan 
dalam hukum agama Islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 
Bab II tentang pencatatan perkawinan. 
2. Perkawinan di bawah tangan dalam perspektif syariah dan undang-undang No 1 
tahun 1974. 
.Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah Undang-undang No 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku pada tanggal 1 oktober 1975. 
Perkawinan di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari perkawinan yang 
dilakukan menurut hukum, dan perkawinan menurut hukum adalah perkawinan yang 
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diatur  dalam undang-undang perkawinan termasuk dalam hal pencatatan 
perkawinan. Dengan demikian perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan 
yang dilakukan tidak menurut hukum, dan nikah seperti itu dianggap sebagai 
perkawinan liar, sehingga tidak mempunyai  akibat hukum berupa pengakuan dan 
perlindungan hukum. Membahas masalah perkawinan di bawah tangan, itu tidak 
terlepas dari masalah pencatatan perkawinan, sebagaimana perkawinan di bawah 
tangan merupakan perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi namun tidak 
tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Pada mulanya syariat Islam, 
baik dalam Al-Qur’an maupun As-sunnah tidak mengatur secara kongkret tentang 
adanya pencatatan perkawinan. Namun, tuntutan perkembangan zaman dalam 
berbagai pertimbangan kemaslahatan, maka hukum Islam di Indonesia mengaturnya. 
Dalam beberapa literatur hukum Islam memang tidak dikenal adanya istilah 
pencatatan dalam perkawinan. Sah dan tidaknya suatu perkawinan tidak 
digantungkan kepada da atau tidaknya pencatatan, tapi diukur ada dan tidaknya 
syarat dan rukun nikah. Oleh karena itu muncul pertanyaan apakah karena masalah 
pencatatan perkawinan ini tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh sehingga 
pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang tidak perlu dilakukan? Dan 
bagaimana sebenarnya Islam memandang masalah pencatatan ini? 
Secara tekstual memang tidak ada dalil, baik dari al-Qur’an maupun Hadist 
yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu ukuran 
keabsahan perkawinan. Namun bila dikaji lebih jauh ada riwayat hadist yang 
menyebutkan bahwa perkawinan harus diumumkan dan dibunyikan rebana agar 
banyak orang yang menyaksikannya. Hadist lain mengisahkan agar perkawinan 
dipestakan walau hanya menyembelih seekor kambing untuk makanan bagi yang 
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hadir dalam pesta perkawinan. Hal ini dilakukan agar perkawinan yang dilaksanakan 
bisa diketahui oleh orang lain. Lebih banyak orang yang mengetahui peristiwa 
perkawinan seseorang, maka itu akan lebih baik lagi. Inilah yang kemudian menjadi 
isyarat bahwa pencatatan perkawinan menjadi sangat penting dan perlu dilakukan. 
Lebih jauh dalam analisa hukum Islam dapat dijelaskan bahwa tujuan syariat 
islam (maqashid al syariah) adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan dari 
bahaya /mudharat. Karena perkawinan yang tidak dicatat pemerintah menimbulkan 
mudharat kepada istri, anak dan harta perkawinan/harta bersama, maka pencatatan 
perkawinan oleh pemerintah menurut hukum Islam dipandang sebagai darurat. 
Ketentuan umum bagi sahnya perkawinan yang telah disebutkan di atas adalah hasil 
ijtihad karena tidak disebutkan secara rinci di dalam al-Qur’an dan Hadist. Hukum 
yang ditetapkan berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai kondisi selama perubahan 
hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadist 
atau maqashid al-syariah, berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa 
hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman.44
                                                          
44Huzaimah Tahido Yanggo, Perkawinan yang Tidak dicatat pemerintah: Pandangan Islam 
(Jakarta:2007) 
 
Harus dipertimbangkan bahwa perkembangan hukum itu sangat tergantung 
kepada perkembangan masyarakat, bahwa hukum akan selalu berubah sesuai dengan 
faktor-faktor yang mengubahnya. Menurut Abdul Manan (2005) ada beberapa faktor 
yang menjadi alat atau faktor pengubah hukum yaitu faktor arus globalisasi, faktor 
sosial budaya, faktor politik, faktor ekonomi, faktor ilmu pengetahuan dan 
tekhnologi,  pendidikan hukum dan supremasi hukum 
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Di samping kaidah tersebut di atas, ada satu teori hukum Islam yang bisa 
dijadikan dasar pijakan tentang perlunya pencatatan perkawinan ini yaitu teori 
mashlahah mursalah. Teori ini mengajarkan bahwa apa yang tidak diperintahkan 
secara tekstual dalam al-Qur’an dan Hadist dapat dibuat suatu aturan berdasarkan 
nilai kemaslahatan dan sekaligus menghindari mudharat. Untuk menilai apakah 
suatu kegiatan yang hukumnya akan ditetapkan itu mempunyai unsur mashlahat atau 
tidak, menurut para ahli teori hukum Islam, harus ada tiga criteria, pertama: 
kemaslahatan itu bersifat universal; kedua : kemaslahatan itu bersifat pasti atau tidak 
bersifat hipotetif; dan ketiga: kemaslahatan itu bersifat esensial.  
Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas dengan memperhatikan kaidah-
kaidah yang ada, penulis berpendapat bahwa demi ketertiban hukum dimasyarakat 
dan mengingat manfaat yang didapat maka pencatatan perkawinan adalah suatu hal 
yang sangat urgen dan wajib untuk dicatatkan. 
Dalam pandangan hukum positif di Indonesia, ada beberapa landasan hukum 
yang mengatur pentingnya pencatatan perkawinan di antaranya adalah undang-
undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (2) dikatakan 
bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Peraturan merinci bahwa lembaga yang berwenang menangani perkawinan 
adalah Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi Non Islam dan Kantor Urusan Agama 
(KUA)  bagi penganut agama Islam. 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan  pelaksanaan 
Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang tata cara 
dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan.beberapa 
pasal yang dianggap penting  untuk dikemukakan yaitu, pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 
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1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan 
oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 
22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.45
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan 
harus dicatat. 
 
Ketentuan pencatatan perkawinan juga diamanatkan melalui Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 5 yang 
berbunyi:   
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. 
Adapun tekhnis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang menyebutkan: 
1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 
2. Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak 
mempunyai kekuatan hukum.46
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi 
kependudukan yang dikeluarkan pada tanggal 29 desember tahun 2006 juga 
dijabarkan mengenai pencatatan perkawinan yaitu mengatur tata cara dan tata 
laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami setiap 
penduduk Republik Indonesia. Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang 
 
                                                          
45Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Cet. 1; Jakarta: 
Sinar Grafika Offset, 2010), h. 217.  
46Ahmad Rofiq, op. cit., h. 1o9-110.  
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beragama Islam, pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa 
kewajiban Instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi 
penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai 
pencatat pada KUA Kecamatan. 
Jadi dengan pencatatan perkawinan oleh pemerintah, selain peristiwa 
perkawinan diumumkan ke khalayak, pada hakekatnya juga memuat akibat dan 
konsekwensi hukum,  yakni kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, 
hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak, juga hak pasangan jika salah 
satunya meninggal. Intinya, tuntutan pencatatan perkawinan itu dilandasi oleh 
pertimbangan kemaslahatan atau manfaatnya bagi yang bersangkutan dan yang 
berkaitan dengannya. Dalam bahasa administrasi, tujuan pencatatan perkawinan 
adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, dan itu 
merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi 
martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak 
perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Dari berbagai penjelasan di atas maka 
penulis dapat menarik kesimpulan bahwa walaupun hukum Islam dan hukum positif 
berbeda dalam memandang keabsahan perkawinan, namun dari perbedaan tersebut 
dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan masyarakat yang kian maju dan 
modern, pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat urgent mengingat 
kemaslahatan yang terkandung di dalamya. Hukum Islam dan hukum positif dapat 
dijadikan sumber hukum yang saling melengkapi antara yang satu dengan yang 
lainnya sebab kedua aturan tersebut mempunyai tujuan hukum yang sama yaitu 







GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 
Kecamatan Kahu adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone 
bagian selatan (Bone Selatan). Wilayah Kecamatan Kahu mempunyai letak 
geografis yang berdampak terhadap pola kehidupan masyarakat di sekitarnya.  
Terutama kehidupan agama menjadi stagnan. Kecamatan ini mempunyai batas-batas 
sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Libureng, sebelah 
timur berbatasan dengan Kecamatan Patimpeng dan Salomekko, sebelah selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kecamatan Kajuara, dan sebelah barat 
berbatasan dengan Kecamatan Bontocani. Menurut Asmar. M salah seorang pegawai 
kantor kecamatan Kahu memaparkan bahwa berdasarkan data yang ada di kantor 
kecamatan, luas kecamatan Kahu adalah 189,50 km persegi, yang terdiri dari 20 
desa/kelurahan yaitu desa Arallae, Balle, Biru, Bonto Padang, Cakkela, Cammilo, 
Carima, Cenrana, Hulo, Labuaja, Lalepo, Maggenrang, Matajang, Mattoanging, 
Nusa, Palakka, Kel. Palattae, Pasaka, Sanrego,  dan desa Tompong patu, . 
Sedangkan jumlah dusun sebanyak 63 dengan 4 lingkungan.  
 Menurut Asmar, Kecamatan ini didominasi oleh persawahan terrasering 
dengan luas tanah sawah 7300 Ha, lahan pertanian mencapai 11.033,3 Ha, dan lahan 
bukan pertanian mencapai 616,7 Ha.  Letak kecamatan ini sangat strategis 
dibandingkan dengan kecamatan Lainnya, oleh karena itu pada bulan april 2011, 
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kecamatan ini terpilih menjadi Ibukota Bone Selatan. Suaedi selaku ketua Forum 
pemekaran Bone Selatan mengatakan behwa terpilihnya Kahu sebagai ibukota Bone 
selatan karna selain kecamatan itu mempunyai fasilitas yang layak, kecamatan Kahu 
juga letaknya sangat strategis dibandingkan dengan kecamatan lainnya, kecamatan 
Kahu juga mempunyai potensi daerah yang bagus, jumlah penduduk yang banyak 
serta kesiapan sumber daya alamnya sangat mendukung. Sebagian besar penduduk 
kecamatan kahu adalah petani. Kecamatan ini mempunyai visi yaitu mewujudkan 
kecamatan kahu yang tertib, aman, dan sejahtera dengan misi yaitu memberikan 
pelayanan terbuka, memberikan ketentraman dan ketertiban umum, memfasilitasi 
sektor ekonomi pedesaan dan membina administrasi pemerintahan desa/kelurahan 
dengan motto “anda puas kami bahagia”.1
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng 
 
Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten yang terdapat di dalam wilayah 
propinsi Sulawesi selatan. Terletak  di pesisir timur propinsi Sulawesi selatan yang 
berjarak sekitar 174 Km dari kota Makassar. Kabupaten Bone merupakan daerah 
terbesar dan mempunyai garis pantai sepanjang 138 Km dari arah selatan ke arah 
utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4°13-5°6  lintas selatan dan antara 
119°42− 120°30 bujur timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Sinjai dan Gowa 
3. Sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone 
4. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru. 
                                                          
1Asmar. M, Pegawai Kecamatan Kahu Kab. Bone, wawancara oleh penulis di Kantor 
Kecamatan, 26 Januari 2012.  
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Kabupaten Bone yang dikenal sekarang ini dengan Ibukotanya Watampone, 
membagi wilayah secara administrasi terdiri dari 27 kecamatan, 39 kelurahan, 333 
desa, 121 lingkungan, 893 dusun, dengan luas wilayah 4,559 Km.2
Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga 
wilayah peralihan yaitu kecamatan Bontocani dan kecamatan Libureng yang 
sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-
rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi yaitu rata-rata<1.750, 1.750 
mm-2000 mm, 2000-2500 mm dan 2500-3000 mm. Selain itu, pada wilayah 
kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan dari celah-celahnya 
 
Wilayah kabupaten Bone terkenal sebagai daerah tiga dimensi karena terdapat 
gunung-gunung dan hutan yang cukup lebat dengan panorama alam yang indah, 
mempunyai daratan rendah yang luas sebagai proyek pertanian dengan sawah yang 
terbentang luas termasuk perkebunan rakyat, serta hamparang empang dan laut yang 
terbentang luas dengan hasil ikannya yang cukup terkenal. 
Daerah kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 
meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Demikian 
halnya keadaan permukaan laut bervariasi mulai dari lantai, bergelombang hingga 
suram. Wilayah kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban 
udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur 26℃− 43℃.  pada periode 
April-september bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada bulan 
oktober-maret bertiup angin barat, saat dimana mengalami musim kemarau di 
kabupaten Bone. 
                                                          
2Abd. Kadir, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Cet. 1; Jakarta: 
Indobis Publishing, 2006), h. 115-120.  
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terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam kondisi 
sungai yang berair pada musim hujan kurang lebih 90 buah namun pada musim 
kemarau sebagian mengalami kekeringan kecuali sungai yang cukup besar, seperti 
Sungai Walanae, Curana, Palakka, Jalin, Bulu-bulu, Salomekko, Tabunne dan 
Sungai Lekoballo. 
Adapun keadaan penduduk berdasarkan pencacahan Sensus Penduduk 2010, 
jumlah penduduk kabupaten Bone sementara adalah 717.268 orang, yang terdiri atas 
341.335 laki-laki dan 375.933 perempuan. Dari hasil SP 2010 tersebut masih tampak 
bahwa penyebaran penduduk kabupaten Bone masih bertumpu di tiga kecamatan 
kota yakni kecamatan Tanete riattang  sebesar 6,76 persen, kemudian diikuti oleh 
Tanete riattang barat sebesar 6,06 persen dan tanete riattang timur sebesar 5,63 
persen. Dua kecamatan di luar kota yang lebih dari 5 persen adalah kecamatan tellu 
siattinge 5,54 persen dan kecamatan Kahu 5,22 persen sementara kecamatan lainnya 
di bawah 5 persen. 
Tonra, Ponre, dan Tellu limpoe adalah tiga kecamatan dengan urutan 
terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing 
berjumlah 12.818 orang, 13,202 orang, dan 13.760 orang. Sedangkan kecamatan 
Tanete riattang dan Tanete riattang barat merupakan kecamatan yang paling banyak 
penduduknya yakni masing-masing sebanyak 48.486 orang dan 43.480 orang. 
Dengan luas wilayah kabupaten Bone sekitar 4.559 kilo meter persegi yang didiami 
oleh 717.268 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk  adalah sebanyak 
157 orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan 
penduduknya adalah kecamatan Tanete riattang yakni sebanyak 2.038 orang per kilo 
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meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah kecamatan Bontocani yakni 
sebanyak 33 orang per kilo meter persegi.3
B. Peran dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 
 
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kecamatan Kahu merupakan salah 
satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, Kecamatan Kahu mempunyai daerah 
yang sangat bagus dan kaya akan sumber daya alam yang sangat mendukung. 
Sedangkan Kabupaten Bone tergolong ibukota yang luas wilayahnya mencapai 
4.559 km dan mewilayahi 27 kecamatan, 39 kelurahan , 333 desa dan 121 
lingkungan serta 893 dusun dengan keadaan penduduk sebagian besar adalah petani. 
Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam 
melayani masyarakat di bidang keagamaan memiliki peran yang sangat krusial. 
Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat 
Urusan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Islam RI yang berada 
di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama tingkat 
Kota/Kabupaten. 
 Menurut A. M. Anwar Syamsu selaku kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone memaparkan bahwa tugas Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan telah diatur oleh peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 
No. 11 Tahun 2007 yaitu KUA Kecamatan, adalah instansi kementrian agama yang 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. 
Tentunya tugas tersebut harus mengacu pada kebijakan Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bone. 




Menurut A.M. Anwar Syamsu selaku Kepala KUA Kecamatan Kahu bahwa 
tugas KUA Kecamatan Kahu mengacu pada buku administrasi KUA Kecamatan 
yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama yaitu sebagai berikut: 
1. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan KUA 
Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas 
masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan Kahu sesuai dengan job masing-
masing. 
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku. 
3. Setiap unsur dilingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti bimbingan serta 
petunjuk  kepala KUA Kecamatan dan bertanggungjawab kepada kepala KUA 
Kecamatan. 
4. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala KUA Kecamatan bertanggungjawab 
kepada kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.  
Dalam KMA No. 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA 
Kecamatan Kahu, selain tugas pokok di atas juga mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. 
2. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, 
pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan. 
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina mesjid, 
zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan 
keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur 
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Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara haji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.4
 Selain fungsi di atas,  menurut firman selaku pegawai Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kahu mengatakan bahwa Fungsi yang dijalankan KUA juga  meliputi 
fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan, 
serta penyuluhan. KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksana kegiatan 
Pendidikan Islam serta kegiatan Penyuluh Agama Fungsional (PAF). Di samping itu, 
KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk hasil kerjasama aparat 
dengan masyarakat, antara lain Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian 
Perkawinan (BP-4) yang berfungsi memberikan nasehat kepada calon suami istri 
(penasihatan pra nikah), Penyuluh Pengamalan Ajaran Agama Islam (P2-A) yang 
berfungsi dalam pembinaan ibadah social, pengawasan produk halal dan 
pelaksanaan hisab rukyat,  dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), semuanya 
bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, memiliki 
ketahanan keluarga yang sangat tinggi, terbinanya Keluarga Sakinah yang bermoral 
atau berakhlakul karimah.  
  
Meski memiliki banyak peran di bidang pembangunan keagamaan, namun 
fungsi paling menonjol yang dijalankan KUA saat ini adalah administrasi 
pernikahan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No.1 tahun 1974 Pasal 2 yang 
diperkuat dengan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 5, 6 dan 7. Produk-produk hukum ini ditunjang dengan peraturan-
                                                          
4A.M. Anwar Syamsu, Kepala KUA Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, wawancara oleh 
Penulis di Kantor KUA Kecamatan Kahu, 24 januari 2012.  
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peraturan di tingkat menteri yang menjabarkan dengan rinci hal-hal terkait 
administrasi perkawinan, yang kesemuanya bermuara pada diperlukannya peran 
KUA di tingkat kecamatan untuk melakukan administrasi pencatatan perkawinan.5
Peran KUA di bidang pencatatan perkawinan ini, beberapa tahun belakangan 
mendapat sorotan dari banyak pihak. Hal ini terutama tekait dengan besaran biaya 
administrasi perkawinan yang harus dibayarkan oleh para catin, yang jumlahnya 
variatif antara satu catin dengan catin yang lain. Namun Menurut A. M. Anwar 
Syamsu ketika diwawancarai pada tanggal 25 januari 2012 mengatakan bahwa 
besaran biaya pencatatan pernikahan sendiri, sebagai salah satu bentuk penerimaan 
negara bukan pajak (PNBP), telah diatur oleh Pemerintah dalam Peraturan 
Pemerintah No. 47 tahun 2004, yaitu sebesar Rp. 30.000,-. Besaran biaya ini, 
dikembalikan lagi kepada KUA sebagai anggaran operasional. Jika mengacu pada 
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-32/PB/2009 Pasal 2 ayat 2, maka paling 
besar Kementerian Agama melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 
dapat menarik kembali adalah 80% dari total keseluruhan jumlah dana yang diterima 
dari sekian  peristiwa nikah. Dari dana kembali yang sebesar itu maka, sesuai 
Peraturan Menteri Agama No. 71 tahun 2009, KUA hanya menerima paling besar 
80%, karena harus dibagi dua dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 
Dan menurut A.M. Anwar Syamsu bahwa peraturan itulah yang telah diberlakukan 
  
                                                          
5Firman, pegawai KUA Kec. Kahu Kab. Bone, wawancara oleh penulis di Kantor KUA Kec. 
Kahu,  13 Februari 2012.  
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oleh Kantor Urusan Agama  Kecamatan Kahu yaitu besar biaya pencatatan nikah 
adalah sebesar Rp. 30.000.6
C. Sejarah Perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone 
 
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tugas Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kahu Kabupaten Bone adalah memimpin dan 
mengkoordinasikan kegiatan serta memberikan bimbingan terhadap staf sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan KUA Kecamatan Kahu mempunyai 
fungsi sebagaimana yang tertuang dalam KMA No. 517 Tahun 2001 yaitu 
menyangkut masalah statistik dan arsip-arsip serta pelaksanaan nikah dan rujuk. 
Menurut H.A. Jamaluddin selaku pensiunan Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone mengatakan bahwa sebenarnya Kantor Urusan  
Agama (KUA) Kecamatan Kahu telah ada sejak tahun 1974 dan mulai 
ditertibkannya surat nikah, hanya saja Kantor Urusan Agama dahulunya dikenal 
dengan nama Kecamatan Agama. pada saat itu Kecamatan Agama masih menempel 
pada kantor Kecamatan karena belum mempunyai bangunan tersendiri. Namun pada 
tahun 1985 ustadz Hadi Zainuddin Talib selaku Kepala Kantor Urusan Agama pada 
waktu itu telah membeli tanah milik Saguni, dan di tanah itulah dibangun sebuah 
kantor yaitu kantor urusan agama seperti yang kita kenal saat sekarang ini. Menurut 
A. Jamaluddin bahwa tanah tersebut  sekarang sudah menjadi milik Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kahu.7
                                                          
6 A. M. Anwar Syamsu, Kepala KUA Kec. Kahu Kab. Bone, wawancara oleh Penulis di 
Kantor KUA Kec. Kahu, 3 Februari 2012.  
 
7 A. Jamaluddin, Pensiunan Kepala KUA Kec. Kahu Kab. Bone, wawancara oleh Penulis di 
Desa Carima Kec. Kahu, 1 Februari 2012.  
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Sejak berdirinya Kantor Urusan Agama atau yang dulunya dikenal sebagai 
kecamatan Agama telah terjadi tujuh kali pergantian tampuk pemerintahan dengan 
jangka waktu yang berbeda-beda. Adapun  nama-nama kepala Kantor Urusan 
Agama sejak Awal sampai sekarang adalah sebagai berikut: 
 
NAMA ALAMAT MASA JABATAN 
Abd. Rahim 
Camming 10 Tahun 
Hadi Zainuddin Talib 
Matajang 5 Tahun 
Abd. Mannan 
Palattae 2 Tahun 
A. Jamaluddin, BA 
Carima  12 Tahun 
Burhanuddin  
Palattae 2 Tahun 
Drs. Jamaluddin  
Cenrana  1 Tahun 
Drs. A.M. Anwar Syamsu 
Nusa 5 tahun 
 
 Menurut kepala KUA A.M Anwar Syamsu mengatakan bahwa Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahu merupakan salah satu dari 27  KUA 
kecamatan yang berada di Watampone yang beralamat di jln A. Page No. 85 Palattae 
Kec. Kahu. Adapun batas-batas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu adalah 
sebelah barat adalah jalan raya, sebelah utara jalan raya, sebelah timur adalah rumah 
penduduk, dan sebelah selatan adalah rumah penduduk.  Jam buka kantor mulai dari 
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pukul 08.00-16.00 Wita. KUA Kecamatan Kahu mempunyai visi terwujudnya 
masyarakat yang berkualitas dan beragama, dan misi yaitu memberikan pelayanan 
yang sesuai dengan aturan yang berlaku,meningkatkan pelayanan dan bimbingan di 
bidang nikah, rujuk, dan pemberdayaan fungsi KUA, meningkatkan kualitas 
pembinaan Agama bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan yang 
cepat dan tepat. Adapun motto KUA Kecamatan Kahu adalah kepuasan anda 
terhadap pelayanan kami adalah ibadah bagi kami.8
                                                          
8A. Jamaluddin, Pensiunan Kepala KUA Kec. Kahu Kab. Bone, wawancara oleh penulis di 
Desa Carima, 1 februari 2012.  
 
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kec. Kahu Kab. Bone telah ada sejak ditertibkannya surat nikah dan 
diberlakukannya Undang-undang  No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan namun 
pada saat itu KUA masih dikenal dengan nama Kecamatan Agama dan kantornya 
masih gabung dengan Kantor Kecamatan karena belum mempunyai gedung sendiri. 
Namun pada masa KUA di bawah pimpinan  ustadz Hadi Zainuddin yaitu pada 
tahun 1985, gedung KUA Kec. Kahu Kab. Bone mulai dibangun, sehingga KUA 
Kec .Kahu telah mempunyai gedung sendiri serta tanah yang ditempati telah resmi 
menjadi milik Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kahu. Sejak berdirinya KUA 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tata Cara Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Kahu Kabupaten 
Bone. 
Pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Kahu Kabupaten 
Bone sangat berfariasi bentuknya, ada yang melaksanakan sesuai dengan adat 
istiadat dan ada yang tidak sesuai dengan adat istiadat perkawinan. 
  Menurut Narni  selaku pelaku perkawinan di bawah tangan mengatakan 
bahwa pada dasarnya pelaksanaan perkawinan di bawah tangan yang terjadi di 
Kecamatan Kahu ini berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami. 
Menurutnya, ada yang melaksanakan sesuai dengan adat istiadat masyarakat 
setempat seperti madduta/massuro yaitu melamar atau meminang dengan mengutus 
orang yang dituakan dari kalangan pihak keluarga laki-laki ke rumah orang tua pihak 
perempuan untuk  menyatakan lamarannya secara resmi bisanya diutus enam orang 
yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Apabila lamarannya diterima, maka 
sekaligus membicarakan hal-hal yang menyangkut pesta perkawinan atau 
pelaksanaan perkawinan, Mappettu ada yaitu memutuskan dan meresmikan segala 
hasil pembicaraan yang telah diambil pada waktu pelamaran dilakukan yang bahasa 
bugis dinamakan “mappasiarekkeng” seperti uang belanja, leko, mas kawin, 
penentuan hari akad nikah dan lain sebagainya sampai pelaksanaan akad nikah.  
Mappettu ada ini dilaksanakan dalam bentuk dialog antara juru bicara pihak laki-laki 
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dan juru bicara pihak perempuan. Namun, meskipun dilaksanakan sesuai dengan 
adat istiadat tapi tidak diketahui atau tidak dicatat oleh PPN dalam hal ini KUA. Hal 
ini terjadi karena biasanya pihak laki-laki tidak mendapat persetujuan dari istri 
pertamanya sehingga istri pertama tersebut melapor kepada Kantor Urusan Agama 
setempat untuk tidak menikahkan suaminya. Narni memaparkan bahwa ia 
melakukan perkawinan di bawah tangan karna laki-laki yang telah menjadi 
suaminya itu tidak mendapat restu dan izin dari istri pertamanya dan istri pertama 
tersebut melapor kepada pihak yang berwenang dan menyatakan ketidak setujuannya 
pada perkawinan suaminya, sehingga pihak yang berwenang yaitu PPN dan KUA 
tidak mengizinkan perkawinan itu dilaksanakan. Namun, memurut Narni, pada saat 
itu tidak ada pilihan lain karna dia sangat mencintai laki-laki itu dan tidak 
mengetahui bahwa laki-laki yang sangat dicintainya itu telah mempunyai istri dan 
saat itu undangan perkawinan juga sudah tersebar di mana-mana. Narni mengaku 
bahwa keluarganya telah memanggil seorang penghulu Kampung untuk 
menikahkannya, dan pernikahan tersebut tidak tercata di Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Kahu dan tidak mendapatkan akta nikah.1
 Selain itu, Halmah yang juga merupakan pelaku perkawinan di bawah tangan  
memaparkan bahwa biasanya pelaksanaan perkawinan di bawah tangan yang paling 
sering terjadi itu hanya dihadiri oleh 5 atau 6 orang, artinya perkawinan tersebut 
dilakukan secara rahasia dan tidak diketahui oleh khalayak ramai dan jelas tidak 
diketahui oleh pemerintah serta tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. menurut 
halmah, pada saat ia akan melaksanakan perkawinan, ia hanya memanggil kerabat 
 
                                                          




dekatnya untuk dijadikan sebagai saksi dan wali dan seorang ustadz atau penghulu 
kampung yang bersedia menikahkannya. setelah semuanya hadir maka akad 
nikahpun dilaksanakan dihadapan ustadz dan disaksikan oleh beberapa kerabatnya 
dan tanpa dihadiri oleh pemerintah dan PPN. Maka perkawinan tersebut tidak 
tercatat di Kantor Urusan Agama.2
  Menurut murni yang juga pelaku perkawinan di bawah tangan mengatakan 
bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Kahu ini 
yang sering terjadi dilaksanakan dengan tidak sesuai dengan aturan atau adat 
istiadat. Murni memaparkan bahwa perkawinannya yang kedua tidak sesuai dengan 
adat istiadat karena tidak ada istilah madduta, ataupun mappettu ada dan pada saat 
dilangsungkannya akad nikah hanya dihadiri oleh beberapa orang termasuk dua 
orang saudaranya dan beberapa orang dari kerabat laki-laki dan seorang ustadz yang 
bersedia menikahkannya. Perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama 
karena pada saat itu ia masih berstatus istri dari suami pertamanaya, namun ia sudah 
terlanjur sudah tidur dengan laki-laki tersebut sehingga ia terpaksa melakukan 
perkawinan di bawah tangan meskipun dia tau bahwa hal itu tidak benar.
 
3
                                                          
2Halmah, Anggota Masyarakat, wawancara oleh penulis di Desa Carima, 5 februari 2012.  
3Murni Angraeni, Anggota Masyarakat, wawancara Oleh Penulis di Desa Maggenrang, 7 
februari 2012.  
 
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan di 
bawah tangan di Kecamatan Kahu itu pada dasarnya dilaksanakan secara rahasia dan 
tanpa diketahui oleh pejabat yang berwenang dan  tidak tercatat dan tidak terdaftar di 




B. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan 
Kahu Kabupaten Bone. 
 
Setiap warga Negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya adalah 
bertujuan untuk kepentingan masyarakat demikian juga dalam hal perkawinan. 
Adapun pengertian dari perkawinan di bawah tangan adalah, suatu 
perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memenuhi 
Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 dan tata cara perkawinan menurut PP No. 9 
Tahun 1975. Mereka hidup sebagai suami istri tanpa mempunyai kutipan akta nikah, 
yang pelaksanan nikahnya itu dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat 
perkawinan itu dilaksanakan. 
Masih terdapat di anggota masyarakat yang perkawinannya dilaksanakan 
tanpa sepengatahuan Pegawai Pencatat Nikah. Adakalanya orang tua yang 
menganggap dirinya adalah seorang kyai atau pemuka agama, merasa bahwa tanpa 
kehadiran aparat yang berwenang juga sudah sah, menurut hukum agama Islam serta 
mereka menganggap hal tersebut hanyalah hal yang sifatnya administratif saja. 
Pepatah klasik mengatakan bahwa ada asap menunjukkan adanya api, yaitu 
terjadinya sesuatu karena ada yang menjadikannya. Dalam penelitian penulis dengan 
cara wawancara, penulis memperoleh data tentang hal- hal yang melatarbelakangi 
terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 
Menurut A. M. Anwar Syamsu selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
61 
 
Kahu mengatakan bahwa terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan 
Kahu dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut: 
1. adanya poligami. Poligami dimaksud disebabkan oleh suami yang kawin dengan 
perempuan lain tanpa memberitahukan dahulu atau mohon izin  dahulu kepada 
istrinya. Sebagaimana undang-undang perkawinan pasal 3 ayat 2 yang 
menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 
beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan yaitu istri. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa orang yang 
melakukan perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak memenuhi 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sebagian besar mereka 
keberatan untuk melakukan perkawinan secara resmi. Berdasarkan hasil 
penelitian melalui angket atau data yang diperoleh penulis di antara 14 orang 
yang telah melakukan perkawinan di bawah tangan, ada sekitar 5 orang yang 
mengaku bahwa perkawinan di bawah tangan yang mereka lakukan disebabkan 
karna poligami. 
2. Tidak mendapatkan restu dari orang tua, sehingga mereka terpaksa melakukan 
perkawinan secara rahasia. Berdasarkan data yang di peroleh dari 14 informan, 
ada 1 orang yang mengaku bahwa perkawinan di bawah tangan yang 
dilakukannya itu disebabkan karna tidak adanya restu dari orang tua. 
3. Terjadinya hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan suaminya sehingga 
mereka juga melakukan perkawinan secara rahasia. Berdasarkan penelitian, 
orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan mayoritas disebabkan karna 
terjadinya hamil di luar nikah sehingga memaksa mereka untuk melakukan 
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perkawinan di bawah tangan. Dari data yang diperoleh ada sekitar 9 orang yang 
melakukan perkawinan di bawah tangan yang disebabkan hamil di luar nikah. 
4. Adanya asumsi bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah secara hukum 
Islam, olehnya tanpa melalui proses pencatatan perkawinan baik desa maupun 
Kantor Urusan Agama Kecamatan perkawinan itu tetap sah karena telah 
terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dari data yang diperoleh, ada 1 orang 
pelaku perkawinan di bawah tangan yang mengatakan bahwa perkawinan yang 
telah terpenuhi rukun dan syaratnya itu sah meskipun tidak dicatat. 
5. Adanya masyarakat yang masih awam, sehingga adanya perasaan takut untuk 
berhadapan dengan pejabat nikah dan menganggap lebih baik melaksanakan 
perkawinan di hadapan pemuka agama saja. Dari data yang diperoleh ini juga 
ada 1 orang yang mengaku bahwa ia merasa takut untuk berurusan dengan 
pemerintah, oleh karena itu ia melakukan perkawinan tanpa sepengetahuan 
pejabat yang berwenang. 
6. Tingginya uang belanja yang ditetapkan oleh pihak perempuan, namun kedua 
belah pihak saling suka sama suka sehingga sering menyebabkan kedua belah 
pihak melaksanakan perkawinan tanpa sepengetahuan orang tua terlebih kepada 
pejabat yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian, tingginya uang belanja 
juga menjadi pemicu terjadinya perkawinan di bawah tangan, dan dari data 
informan ada 3 orang yang mengaku melakukan perkawinan di bawah tangan 
karena tidak sanggup memenuhi uang belanja yang ditetapkan pihak perempuan. 
7. Lemahnya sanksi bagi pelaku perkawinan di bawah tangan dan yang 
menikahkannya. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun tentang 
pencatatan nikah, talak, dan rujuk Pasal 3 telah menetukan hukuman denda bagi 
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seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tidak dihadapan Pegawai 
Pencatat Nikah, sebanyak-banyaknya Rp. 50,00 sedangkan pada pasal 45 PP 
Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan yang tidak dilakukan di 
hadapan PPN dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 dan 
pada Pasal 143 RUU-HM-PA-BPerkawinan Tahun 2007 menentukan bahwa 
setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan 
PPN di denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 atau hukuman paling lama 6 
bulan. Kepala KUA Kecamatan Kahu mengaku bahwa sanksi tersebut  masih 
sangat lemah dan termasuk masih sangat ringan dan belum dapat direalisasikan 
dengan baik di Kecamatan Kahu sehingga pelaku perkawinan di bawah tangan 
tidak peduli dengan sanksi tersebut.  
8. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang perkawinan, hal 
ini mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah tangan. Dari data informan 
ada 1 orang yang mengaku kalau ia tidak mengetahui bahwa perkawinan itu 
harus dicatat. 
Sebab-sebab itulah yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah 
tangan disamping faktor sosial, budaya, ekonomi, agama dan juga tingkat 
pendidikan yang masih rendah serta adanya faktor keterpaksaan yang disebabkan 
karna adanya sesuatu hal sehingga perkawinan tersebut tidak bisa tidak dilaksanakan 
seperti adanya hamil di luar nikah.4
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya 
perkawinan di bawah tangan itu disebabkan karena beberapa hal  seperti tidak 
 
                                                          
4A. M. Anwar Syamsu, Kepala KUA Kec. Kahu, wawancara oleh penulis di Kantor KUA 
Kec. Kahu, 26 Januari 2012.  
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adanya persetujuan poligami dari pihak istri, tidak adanya restu dari kedua orang tua, 
terjadinya hamil diluar nikah, adanya asumsi bahwa perkawinan di bawah tangan itu 
sah menurut hukum Islam namun hanya kurang dari segi administratif,tingginya 
uang belanja yang ditetapkan oleh pihak perempuan, dan adanya masyarakat yang 
masih awam dan berpendidikan rendah yang takut untuk berhadapan dengan pejabat 
pemerintahan sehingga lebih memilih melaksanakan perkawinan di hadapan pemuka 
agama saja. dari berbagai indikator-indikator tersebut kita mendapat gambaran 
bahwa implementasi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 belum maksimal khususnya 
pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
perundang-undangan yang berlaku. 
C. Dampak Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 
Pernikahan di bawah tangan adalah masalah kecil, tetapi sangat besar dampak 
yang ditimbulkannya, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.perkawinan di 
bawah tangan merupakan metode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam 
pada bagian masyarakat Islam Indonesia khususnya di Kecamatan Kahu kabupaten 
Bone. Mereka berusaha menghindari diri dari system dan cara pengaturan 
pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang birokratis 
suratnya berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh jalan 
sendiri yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu hukum istilah seperti 
ini dikenal sebagai penyelundupan hukum yaitu suatu cara untuk menghindari diri 
dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang 
berlaku.5
                                                          
5R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum perkawinan di Indonesia I (Bandung: Sumur Bandung, 




Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kahu yaitu A. M. Anwar syamsu mengatakan bahwa akibat hukum dari 
perkawinan di bawah tangan meski dari segi agama atau kepercayaan dianggap sah, 
namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai 
Pencatat Nikah tidak tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata 
hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan 
bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi 
anak yang dilahirkan. 
 Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak 
atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang 
istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum 
perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.  
Secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang 
melakukan perkawinan di bawah tangan, sering dianggap telah tinggal serumah 
dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan  atau dianggap menjadi istri simpanan. 
Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara, memiliki 
dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang 
dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Keterangan berupa 
status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah, akan 
berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. 
Bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak 
kandungnya. Yang jelas-jelas sangat merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya 
kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Perkawinan di bawah 
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tangan berdampak mengkhawatirkan atau merugikan, kecuali jika kemudian 
perempuan tersebut melakukan perkawinan yang sah.  
Anak hasil perkawinan dibawah tangan dianggap anak tidak sah, apabila 
terjadi perkawinan sah anak hanya diakui. Sedangkan anak yang lahir di dalam 
perkawinan di bawah tangan dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada 
pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan.. 
Sedangkan terhadap laki-laki atau suami hampir tidak ada dampak 
mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah 
tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan, karena 
suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah 
tangan dianggap tidak sah dimata hukum. Suami bisa berkelit dan menghindar dari 
kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. 
Dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain. 
Perkawinan bawah tangan adalah sah menurut agama Islam tetapi akibat dari 
perkawinan tersebut sangat merugikan pihak perempuan atau istri dan anak yang 
dilahirkan dari pasangan yang telah melakukan perkawinan bawah tangan. Adapun 
contoh kerugian yang ditimbulkan dari adanya perkawinan bawah tangan adalah 
pihak istri dan anak yang lahir dari suatu perkawinan bawah tangan dianggap 
sebagai istri dan anak tidak sah. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan 
adalah perkawinan bawah tangan yang tidak tercatat dalam hukum negara. Selain itu 
anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan biasanya juga mengalami kesulitan 
untuk mendapatkan akta kelahiran sebab orang tuanya tidak memiliki akta nikah. 
Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut hukum lslam di mana 
perkawinan bertujuan untuk menjalankan perintah Allah SWT agar memperoleh 
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keturunan yang sah dalam masyarakat dan membentuk keluarga yang sakinah, 
mawaddah dan rahmah.6
                                                          
6A. M. Anwar Syamsu, Kepala KUA Kec. Kahu, wawancara oleh penulis di Kantor KUA 
Kec. Kahu, 26 februari 2012.  
 
            Hal-hal yang telah diuraikan di atas, juga berlaku bagi perkawinan yang 
dilakukan oleh agama selain Islam dimana perkawinan adalah sah apabila telah 
dilaksanakan suatu pemberkatan atau ritual (upacara tertentu) menurut agama dan 
kepercayaan dari masing-masing agama tersebut. Akan tetapi untuk mendapatkan 
pengesahan dari negara maka perkawinan tersebut perlu dicatatkan di Kantor Catatan 
Sipil. Bagi agama selain Islam, akta nikah hanya dapat diperoleh dari Kantor Catatan 
Sipil setelah pihak yang bersangkutan mencatatkan perkawinannya di lembaga 
pencatatan perkawinan tersebut. Dengan dicatatnya perkawinan tersebut maka akan 
mendapat bukti otentik dari perkawinan yang telah dilakukannya sehingga apabila 
sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang menyebabkan salah satu pihak (suami atau istri) 
melakukan suatu upaya hukum, maka perkara tersebut dapat segera diajukan ke 
Pengadilan Negeri untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. 
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah 
tangan jelas-jelas sangat merugikan baik bagi istri maupun bagi anak yang 
dilahirkannya, karena perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama 
maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah secar hukum dan tidak mempunyai 




D. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah 
Tangan 
Asumsi bahwa sebagian besar warga muslim yang merupakan penduduk 
terbesar dari negara Republik Indonesia ini dan secara moral mereka sebagai  
penduduk terikat kepada Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, ternyata 
masih awam atau belum memahami dengan sebaik-baiknya. Padahal kesadaran 
hukum masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya 
penegakan hukum. Kesadaran hukum masyarakat mempunyai makna bahwa 
masyarakat memahami dan menghayati kaidah-kaidah hukum yang sedang berlaku 
dan dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun bersedia melaksanakan 
ketentuan-ketentuan hukum itu. Betapapun baik dan lengkapnya suatu aturan hukum 
termasuk Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Perkawinan, dan 
Kompilasi Hukum Islam, jika tidak disertai dan dilengkapi dengan faktor 
pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan demi aturan yang 
terdapat dalam aturan hukum yang dimaksud, niscaya ide atau tujuan untuk 
mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu, 
tingkat kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor yang amat penting  dan 
cukup menentukan proses sosialisasinya. Sebagaimana umumnya bahwa setiap 
peraturan yang telah sah dan diundangkan oleh pemerintah selalu diawali dengan 
sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini penting mengingat jumlah penduduk 
Indonesia yang begitu banyak dan tersebar di banyak daerah. 
Karena logika hukum, bahwa tidak etis untuk memberikan sanksi kepada 
seseorang apabila hukum yang mengaturnya belum diketahui oleh masyarakat. 
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Sosialisasi terhadap Undang-undang biasanya dilakukan minimal 3-6 bulan, tapi 
Undang-undang perkawinan pemerintah melalui Departemen Agama tidak henti-
hentinya untuk melakukan sosialisasi.7
Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III mengenai tugas dan fungsi 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahu, adapun fungsi yang menonjol 
adalah mengenai administrasi pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sangat 
diperlukan agar suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak 
berdampak buruk bagi istri dan anak yang dilahirkannya. Namun, pencatatan 
perkawinan sering kali dianggap enteng dikalangan masyarakat, sehingga 
perkawinan yang tidak tercatat atau biasa disebut sebagai perkawinan di bawah 
tangan sering terjadi di Kec. Kahu. KUA sebagai instansi yang dinaungi di bawah 
Departemen Agama merupakan instansi yang paling dekat dengan masyarakat, 
bahkan bisa dikatakan bersentuhan langsung mempunyai tugas untuk 
mensosialisasikan Undang-undang terutama Undang-undang tentang perkawinan 
agar masyarakat paham dan mengerti proses perkawinan menurut aturan negara, 
sehingga pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan tidak terjadi yang 
ujungnya akan sama-sama menjadi puas baik masyarakat maupun instansi yang 
terkait.
 Oleh karena itu dalam hal penrtiban hukum 
maka sosialisasi itu sangatlah diperlukan. 
8
A. Jamaluddin, Ba selaku pensiunan Kepala KUA Kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone memaparkan bahwa, perkawinan di bawah tangan merupakan 
  
                                                          
7Lihat Muhammad Abed Al-Jabiri, Al-Din Wa Al-Daulah Wa Al-Thathbiq Al-Syariah, 
diterjemahkan oleh Mujiburrahman dengan Negara, Agama, dan Penerapan Syariah (Cet. 1; 
Yogjakarta: LKIS, 2001), h. 12.  
8Lihat Ratno Lukito, Islamic Law and Encounter (Jakarta: INIS, 1998), h. 87.  
70 
 
sesuatu yang tidak mudah untuk diatasi. Melihat realita yang terjadi di masyarakat 
khususnya di Kecamatan Kahu itu sangat menyedihkan. Jauh sebelum ia memegang 
jabatan Kepala KUA, kasus perkawinan di bawah tangan sudah sering terjadi. 
Namun, pemerintah pada saat itu masih kurang memperhatikan hal tersebut, selain 
karna gedung KUA yang belum ada, juga karna faktor pengetahuan pemerintah dan 
masyarakat sekitar yang masih sangat minim. Melihat kenyataan yang terjadi di 
masyarakat, pada Tahun 1992 ketika A. Jamaluddin memegang tampuk pimpinan 
sebagai Kepala KUA Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, maka ia pun memikirkan 
hal-hal yang dapat mengatasi perkawinan di bawah tangan yang semakin hari 
semakin meningkat. Menurutnya, dari tahun 1982 sampai tahun 1991 telah terjadi 
34-40 pasangan yang melakukan perkawinan yang tidak tercatat setiap tahunnya.  
Maka, pada tahun 1992 mulailah diadakan penyuluhan serta sosialisasi akan dampak 
yang ditimbulkan bagi pelaku perkawinan di bawah tangan, baik penyuluhan secara 
langsung oleh pemerintah maupun melalui ceramah-ceramah di mesjid. Upaya-
upaya yang di lakukan pemerintah pada saat itu dapat membuahkan hasil namun 
kurang maksimal. Pada tahun 1998-2001 Pelaku perkawinan di bawah tangan 
menurun menjadi 16-18 pasangan setiap tahunnya. Namun, Pemerintah khususnya 
KUA terus berusaha agar dapat memberikan pemahaman yang sepenuhnya kepada 
masyarakat tentang perkawinan di bawah tangan beserta resiko yang di 
timbulkannya.  
Seiring perkembangan zaman, pada tahun 2002-2007 perkawinan di bawah 
tangan yang terjadi di Kecamatan Kahu tersebut kembali melonjak hingga 30-35 
pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan setiap tahunnya. Menurut A. 
M. Anwar Syamsu, melonjaknya pelaku perkawinan di bawah tangan di sebabkan 
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karna pergaulan bebas yang dilakukan remaja pada umumnya, sehingga 
mengakibatkan adanya hamil di luar nikah dan perkawinannya pun harus 
dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia karna rasa malu yang dipikul 
oleh keluarga kedua belah pihak sehingga dilaksanakanlah perkawinan tanpa 
melibatkan petugas pencatatan nikah.9
 Menurut A.M. Anwar Syamsu pada saat diwawancarai oleh penulis mengenai 
upaya-upaya yang dilakukan kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahu dalam 
mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Kahu, ia 
memaparkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kahu bekerjasama dengan Pemerintah Setempat dalam mengatasi 
terjadinya perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan selama 
masa periode kepengurusannya adalah sebagai berikut:
  
Melihat hal tersebut, A. M. Anwar Syamsu selaku Kepala KUA pada tahun 
2006- sekarang bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk terus berusaha 
mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan.    
10
1. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan di setiap desa tentang kesakralan 
perkawinan. dalam penyuluhan tersebut A. M. Anwar memberikan arahan-
arahan mengenai kesakralan perkawinan. perkawinan dikatakan sebagai sesuatu 
yang sakral karena suatu perkawinan didahului dengan akad yang mengikat 
secara lahir dan bathin antara pria dan wanita dan menyebabkan keduanya halal 
untuk bergaul. karena perkawinan adalah sesuatu yang sakral, oleh sebab itu 
 
                                                          
9A. Jamaluddin, Pensiunan Kepala KUA Kec. Kahu Kab. Bone, wawancara oleh Penulis di 
Desa Carima Kec. Kahu, 1 Februari 2012.  
10A. M. Anwar Syamsu, Kepala KUA Kec. Kahu, wawancara oleh penulis di Kantor KUA 
Kec. Kahu, 27 februari 2012  
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perkawinan juga mempunyai aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan salah 
satu aturan tersebut adalah mengenai pencatatan perkawinan. Selain memberikan 
penyuluhan, KUA Kecamatan Kahu juga memberikan bimbingan kepada 
masyarakat mengenai masalah perkawinan. penyuluhan dan sosialisasi ini 
dilaksanakan 3 kali dalam setahun. 
2. Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan manfaat 
buku nikah serta memberikan pengarahan-pengarahan akan dampak yang 
ditimbulkan bagi pelaku perkawinan di bawah tangan, hukuman bagi pelaku 
perkawinan di bawah tangan, serta memberikan pemahaman kepada Masyarakat 
tentang aturan-aturan perkawinan  yaitu Undang-undang Perkawinan baik dalam 
bentuk-bentuk seminar maupun pengarahan langsung pada saat acara 
perkawinan (nasehat perkawinan)  
3. Mengadakan kerja sama dengan para Da’i, Muballigh/khatib se Kecamatan Kahu 
untuk selalu memberikan peringatan kepada masyarakat tentang larangan 
melakukan perkawinan di bawah tangan. Hal ini dilakukan dengan cara 
memberikan ceramah-ceramah tentang larangan perkawinan di bawah tangan 
serta resiko atau dampak yang ditimbulkan bagi pelaku perkawinan di bawah 
tangan. Menurut Abd Rahman selaku imam dusun carima mengatakan bahwa 
para imam selalu memberikan nasehat-nasehat dan arahan-arahan kepada 
masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan yang tanpa diketahui oleh 
Pegawai Pencatat Nikah atau tidak didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama 
karena perkawinan yang tidak tercatat dapat membawa resiko yang sangat fatal 
bagi istri dan anak yang dilahirkannya.  
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4. Mengadakan koordinasi dengan Pengadilan Agama dalam hal masyarakat yang 
mengajukan talak/cerai gugat yang tidak terdaftar/tercatat di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan. 
A. M. Anwar Syamsu mengaku bahwa perkawinan di bawah tangan sangat 
sulit untuk diatasi tanpa adanya kesadaran semua pihak. Meski berbagai usaha yang 
dilakukan dalam rangka mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan, namun 
tanpa didasari oleh kesadaran dari semua pihak akan pentingnya pencatatan 
perkawinan serta besarnya resiko yang ditimbulkan, maka terjadinya perkawinan di 
bawah tangan tidak dapat teratasi. Namun meski demikian, Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kahu tetap berusaha memberikan pemahaman kepada semua pihak 
untuk tidak melakukan perkawinan di bawah tangan. Selain itu, KUA Kec. Kahu 
juga melakukan upaya-upaya sebagai berikut:  selalu memberikan nasehat kepada 
orang yang akan melakukan poligami untuk tidak melaksanakan perkawinan jika 
istrinya tidak menyetujuinya karena salah satu syarat poligami yaitu harus mendapat 
persetujuan dari istri, memberikan pemahaman kepada semua orang tua untuk tidak 
terlalu mengekang anak-anaknya dalam hal perjodohan karena anak yang tidak 
mendapatkan restu orang tua namun ia sudah terlanjur mencintai pilihannya sendiri 
sering kali nekat melakukan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya, 
menghimbau kepada semua orang tua dan semua pihak untuk menjaga anak-anak 
mereka dan memberikan pemahaman agar selalu mengingat Allah jangan sampai 
terjerumus kepada pergaulan bebas dan melakukan perbuatan zina sehingga 
menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah, serta selalu menghimbau kepada semua 
pihak yang mempunyai anak perempuan untuk tidak menetapkan uang belanja yang 
terlalu tinggi karena hal tersebut dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal, serta 
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Kepala KUA Kecamatan Kahu juga memberikan pengarahan tentang sanksi-sanksi 
bagi pelaku perkawinan di bawah tangan serta sanksi bagi pihak yang 
menikahkannya. Namun sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kahu masih Acuh 
tak acuh serta tidak peduli dengan aturan yang ada, sehingga mereka masih ada yang 
melaksanakan perkawinan di bawah tangan tanpa memperhatikan dampaknya.11
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa begitu banyak usaha-usaha yang 
dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu dari tahun ke tahun dalam 
upaya mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan sehingga dapat mengurangi 
jumlah pelaku perkawinan di bawah tangan, namun Kepala KUA juga mengaku 
bahwa meski berbagai usaha yang dilakukan jika tanpa kesadaran semua pihak maka 
 
Dengan berbagai upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi terjadinya 
perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh KUA bekerjasama dengan 
pemerintah setempat akhirnya dapat menekan terjadinya perkawinan di bawah 
tangan di Kecamatan Kahu, meskipun itu belum sepenuhnya berhasil. Menurut 
kepala KUA, keberhasilan usaha yang dilakukan dapat dilihat dari berkurangnya 
jumlah pelaku perkawinan di bawah tangan. Menurutnya, pada tahun 2008-2011 M, 
pelaku perkawinan di bawah tangan menurun hingga 5-7 pasangan setiap tahunnya. 
Dan ini dapat dikatakan bahwa, tingkat keberhasilan yang dicapai dalam mengatasi 
perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Kahu mencapai 80%.  sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Kepala KUA bahwa, perkawinan di bawah tangan sangat sulit 
diatasi tanpa dibarengi dengan kesadaran semua pihak. Tanpa kesadaran dari 
berbagai pihak, maka nasib bangsa tidak dapat ditentukan.    
                                                          
11A. M. Anwar Syamsu, Kepala KUA Kec. Kahu, wawancara oleh Penulis di Kantor KUA 
Kec. Kahu, 27 februari 2012.  
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usaha itu juga tidak ada artinya. Dengan demikian kesadaran dari semua pihak akan 
larangan melakukan perkawinan di bawah tangan dan menyadari akan besarnya 
resiko yang ditimbulkannya sangat diperlukan. 
E. Pandangan Masyarakat Kahu Tentang Perkawinan di Bawah Tangan. 
Perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Kahu memang tidak 
bisa dihindari, meskipun masyarakat di Kecamatan Kahu telah mengetahui dampak 
yang ditimbulkan bagi pelaku perkawinan di bawah tangan dan telah mengetahui 
tentang kewajiban mencatatkan perkawinan pada pejabat yang berwenang yaitu 
Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun 
perkawinan di bawah tangan masih saja terjadi. 
Menurut Hudayah. R selaku anggota masyarakat mengatakan bahwa, 
perkawinan di bawah tangan merupakan suatu perkawinan yang dilakukan dengan 
rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi namun tidak diketahui atau tidak dicatat 
oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan setempat. Perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam karena rukun 
dan syarat sah perkawinan telah terpenuhi namun perkawinan di bawah tangan atau 
perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tidak mempunyai hukum 
tetap dan dianggap bahwa perkawinan tersebut tidak sah, sebagaimana aturan-aturan 
perkawinan yang telah ditetapkan mengenai pencatatan perkawinan. menurutnya, 
selain tidak mendapatkan akta nikah juga perkawinan di bawah tangan mempunyai 
resiko yang sangat merugikan bagi pihak istri dan anak yang dilahirkannya. Karena di 
zaman yang serba modern ini akta nikah mutlak dimiliki bagi orang yang telah 
melaksanakan perkawinan. tanpa akta nikah, anak yang dilahirkannya sangat sulit 
untuk mendapatkan akta kelahiran dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, 
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iapun memaparkan bahwa terjadinya perkawinan di bawah tangan biasanya 
disebabkan karena adanya dasar suka sama suka namun tidak mendapatkan restu 
orang tua atau belum mempunyai uang untuk diberikan kepada pihak peremuan 
sebagai uang belanja dan juga terjadinya hamil di luar nikah sehingga yang 
bersangkutan terpaksa melakukan perkawinan di bawah tangan.12
Seiring dengan hal tersebut, Hudayah R ketika diwawancarai oleh penulis 
mengenai apakah ia sepakat dengan perkawinan di bawah tangan yang merupakan 
perkawinan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun hanya kurang dalam 
pencatatan saja? Maka ia pun dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak sepakat 
dengan perkawinan di bawah tangan, meskipun sah menurut hukum Islam namun 
tidak sah di mata Negara. Kita sebagai warga negara Indonesia yang beridentitaskan 
sebagai negara hukum harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan baik 




Sehubungan dengan hal tersebut, Abd. Rahman selaku Imam dusun di Desa 
Carima mengungkapkan bahwa, perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan 
yang dilakukan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah itu sah selama dilaksanakan 
sesuai dengan aturan serta rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Menurutnya, 
pencatatan perkawinan hanyalah masalah administratif saja, sehingga meskipun 
perkawinan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang selama 
 
                                                          
12Hudayah. R, Anggota Masyarakat, wawancara oleh penulis di Desa Carima, Kec. Kahu, 12 
februari 2012.  
13Hudayah. R, Anggota Masyarakat, wawancara oleh Penulis di Desa Carima, Kec. Kahu, 12 
februari 2012.  
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rukun dan syaratnya terpenuhi seperti adanya wali, saksi, mahar, kedua mempelai, 
serta ada penghulu yang bersedia menikahkannya dan keduanya telah melafadzkan 
ijab qabul, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Dan ketika ditanya oleh penulis 
apakah ia sepakat atau tidak dengan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan 
yang dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah? Maka iapun menjawab 
bahwa ia sepakat dengan hal tersebut, karena yang terpenting dalam perkawinan itu 
ialah ijab qabul antara kedua mempelai bukan pencatatan.14
Selain itu. Halmah selaku pelaku perkawinan di bawah tangan mengatakan 
bahwa, perkawinan di bawah tangan itu sah menurut hukum Islam karena perkawinan 
tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Sehingga, biasanya orang yang ingin 
berpoligami atau ingin mempunyai istri lebih dari seorang namun tidak diizinkan oleh 
istrinya maka ia pun melaksanakan perkawinan di bawah tangan agar istrinya yang 
lain tidak mengetahuinya, selain itu, mereka beranggapan bahwa perkawinan yang 
dilakukan tidak di hadapan pihak yang berwenang namun dilaksanakan sesuai dengan 
rukun dan syaratnya, itu sah dimata agama. Dan ketika ditanya oleh penulis mengenai 
apakah ia tahu bahwa telah ada Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan? 
maka ia menjawab bahwa ia mengetahui bahwa setiap perkawinan harus dicatat, 
namun seperti Abd. Rahman, ia pun beranggapan bahwa pencatatan perkawinan 
hanyalah masalah administratif saja dan tanpa dicatat perkawinan itu tetap sah. 
Namun ketika ditanya lagi apakah ia tahu dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan 
yang dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah? Maka ia menjawab ia 
mengetahui bahwa pelaku perkawinan di bawah tangan tidak mendapatkan akta 
 
                                                          
14Abd. Rahman, Imam Dusun Carima, wawancara oleh Penulis di Desa Carima, Kec. Kahu, 3 
februari 2012.  
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nikah. Dia tidak mengetahui dampak-dampak yang lain yang sangat merugikan bagi 
pihak perempuan dan anak yang dilahirkannya.15
Seiring dengan hal tersebut, Murni yang juga pelaku perkawinan di bawah 
tangan memaparkan bahwa perkawinan di bawah tangan itu sah di mata agama dan 
sah secara hukum Islam karena hal-hal yang termasuk rukun dan syarat sah 
perkawinan itu terpenuhi sehingga perkawinan itu sah. Ia mengaku bahwa ia 
mengetahui tentang adanya aturan-aturan tentang perkawinan terutama mengenai 
pencatatan perkawinan namun ia tidak mengindahkannya dan seakan-akan tidak 
peduli dengan aturan tersebut karena ia yakin bahwa perkawinan yang sudah 
terpenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sah secara hukum Islam.
 
16
Sehubungan dengan hal di atas, Narni yang juga pelaku perkawinan di bawah 
tangan memaparkan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang 
tidak tercatat dan dilakukan tidak di hadapan pihak yang berwenang dalam hal ini 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Perkawinan yang seperti itu dianggap sah 
secara hukum Islam namun tidak sah secara hukum Negara atau  hukum positif. 
Perkawinan di bawah tangan juga menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi 
pihak perempuan dan anak yang dilahirkannya. Menurutnya, ia sangat tidak sepakat 
terhadap perkawinan di bawah tangan dan ia juga mengatakan bahwa sebaiknya 
perkawinan itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah yaitu mendaftarkan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama  
 
                                                          
15Halmah, Anggota Masyarakat, wawancara oleh penulis di Desa Carima, 5 februari 2012.  
16Murni Angraeni, Anggota Masyarakat, wawancara oleh Penulis di Desa Maggenrang, 7 
februari 2012.  
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Kecamatan untuk dicatat dan melaksanakan perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat 
Nikah agar suatu perkawinan dapat sah secara hukum Islam dan juga sah secara 
hukum positif dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan dan juga bagi 
anak yang dilahirkannya.  
Seiring dengan hal tersebut, Ketika ditanya oleh penulis mengapa ia 
melaksanakan perkawinan di bawah tangan jika ia tidak sepakat dengan hal tersebut? 
Maka ia menjawab bahwa, ia melaksanakan perkawinan di bawah tangan dalam 
keadaan terpaksa karena pada saat itu tidak ada jalan lain kecuali melakukan 
perkawinan di bawah tangan karena pihak yang berwenang dalam hal ini KUA 
Kecamatan tidak memberikan izin kepada narni untuk melangsungkan perkawinan 
sebab istri dari mempelai laki-laki tersebut keberatan dan tidak mengizinkan 
perkawinan itu dilangsungkan, sedangkan pada saat itu undangan perkawinan sudah 
tersebar sehingga ia mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan perkawinan di bawah 
tangan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.17
                                                          
17Narni, Anggota Masyarakat, wawancara oleh penulis di Desa Kampiri Kec. Kahu, 9 februari 
2012.  
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya perkawinan di bawah 
tangan di Kecamatan Kahu karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa 
perkawinan di bawah tangan itu sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya, sehingga 
mengenai masalah pencatatan perkawinan, menurut informan, pencatatan perkawinan  











Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka dapat ditarik 
sebuah benang merah sebagai kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tata cara/ pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone itu Bervariasi, ada yang melakukan perkawinan di bawah 
tangan, namun tetap mengikuti proses dan adat istiadat  pernikahan masyarakat 
setempat seperti Madduta (melamar), Mappettu ada (tanda jadi), Mappenre 
Balanca(Menaikkan Uang Belanja),sampai pada pelaksanaan akad nikah. Selain 
itu, ada juga yang melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa mengikuti 
tahap-tahap perkawinan, namun langsung saja membicarakan pelaksanaan akad 
nikah, dan pada saat pelaksanaan akad nikah itu hanya dihadiri oleh beberapa 
kerabat dari kedua mempelai sebagai wali dan sebagai saksi serta persiapan 
mahar seadanya dan memanggil seorang penghulu kampung yang bersedia 
menikahkannya, jadi jelas bahwa pernikahan tersebut tanpa dihadiri oleh pejabat 
yang berwenang. 
2. Usaha-usaha yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone adalah sebagai berikut: 
a. Melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat akan 
peraturan-peraturan perkawinan dan tentang kesakralan perkawinan. 
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b. Melakukan sosialisasi dan pengarahan-pengarahan akan pentingnya 
pencatatan perkawinan, serta menjelaskan dampak yang ditimbulkan bagi 
pelaku perkawinan di bawah tangan. 
c. Mengadakan kerjasama dengan para imam untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat akan larangan melakukan perkawinan di 
bawah tangan, serta selalu memberikan pengertian kepada para orang tua 
untuk tidak terlalu mengekang anak-anaknya dan tidak terlalu 
meninggikan uang belanja bagi pihak perempuan karena hal-hal yang 
demikian itulah yang dapat mengakibatkan terjadinya perkawinan di 
bawah tangan. dengan berbagai usaha-usaha yang dilakukan oleh KUA 
Kecamatan Kahu beserta para Pemerintah Setempat dalam mengatasi 
perkawinan di bawah tangan, maka usaha tersebut dapat membuahkan 
hasil. Dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya sehingga dapat 
menekan terjadinya perkawinan di bawah tangan, yang semula mencapai 
40 pasangan tiap tahunnya, namun dengan usaha yang keras yang 
dilakukan oleh pemerintah setempat dapat menekan hingga 5-7 pasangan 
setiap tahunnya sehingga tingkat keberhasilan usaha yang dilakukan 
mencapai 80 %. 
3. Hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan adalah 
adanya poligami yang tidak disetujui istri, tidak adanya restu dari orang tua, 
terjadinya hamil di luar nikah sehingga mereka terpaksa untuk melakukan 
perkawinan secara sembunyi-sembunyi karna merasa malu, adanya asumsi 
bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah secara hukum islam, minimnya 
pengetahuan masyarakat tentang aturan-atruran perkawinan atau adanya 
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masyarakat yang masih awam, tingginya uang belanja, dan lemahnya sanksi 
terhadap pelaku dan yang menikahkannya. Hal-hal itulah yang menjadi pemicu 
terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 
4. Adapun dampak yang ditimbulkan bagi pelaku perkawinan di bawah tangan 
yaitu perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap tidak 
sah di mata hukum Negara, istri tidak berhak menuntut nafkah, warisan maupun 
harta gono-gini karna pernikahannya dianggap tidak sah. Selain itu anak hasil 
perkawinan di bawah tangan dianggap anak tidak sah dan sulit untuk 
mendapatkan akta kelahiran. 
5. Sebagian masyarakat menganngap bahwa perkawinan di bawah tangan itu sah 
secara hukum Islam namun hanya kurang dalam administratif saja, karna suatu 
perkawinan apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi maka perkawinan 
tersebut sah secara agama. namun ada beberapa orang yang tidak setuju dan ada 
juga yang setuju dengan perkawinan di bawah tangan, itu semua karna 
kurangnya pemahaman mereka tentang peraturan-peraturan perkawinan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka adapun saran yang dapat saya 
sampaikan adalah: 
1. Bagi amasyarakat Khususnya Kecamatan Kahu hendaknya memiliki 
kesadaran penuh untuk tidak lagi melakukan perkawinan di bawah tangan 
dan menyadari bahwa perkawinan di bawah tangan itu sangat merugikan 
pihak perempuan dan anak yang dilahirkannya. 
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2. Bagi KUA Kec. Kahu, hendaknya tidak jemu-jemu dalam memberikan 
pengarahan-pengarahan kepada masyarakat akan larangan melakukan 
perkawinan di bawah tangan serta selalu memberikan pemahaman akan 
aturan-aturan tentang perkawinan serta pentingnya pencatatan perkawinan. 
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